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ARIFATIN (B111 13 015) Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Ekonomi Pupuk Bersubsidi (Studi Putusan Nomor: 
158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs), dibawah bimbingan dan arahan Bapak Andi 
Sofyan selaku Pembimbing I dan  Ibu  Dara Indarwati selaku 
Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah 
pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor: 
158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs. Selain itu penulisan ini bertujuan melihat 
kembali bagaimana delik-delik pada tindak pidana ekonomi. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
lapangan dan Studi Pustaka (library research), yaitu menelaah berbagai 
buku kepustakaan,koran dan karya ilmiah yang ada hubunganya dengan 
objek penelitian serta mewawancarai Majelis Hakim yang memutus 
perkara nomor 158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs. Data yang diperoleh kemudian 
diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan 
sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan konkrit 
terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan 
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitanya dengan penelitian ini.  
Berdasarkan pembahasan dan fakta maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa (1) Tindak Pidana Ekonomi adalah Pelanggaran yang 
bertentangan dengan Pasal 1 sub 1e, 2e, dan 3e Undang-Undang Darurat 
Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusustan, Penuntutan dan Peradilan 
Tindak Pidana Ekonomi (2) Pupuk bersubsidi adalah termasuk dalam 
barang yang diawasi oleh Pemerintah dengan penetapan dalam 
peraturannya yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 
2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam 
Pengawasan (3) Perkara dalam Putusan Nomor 158/Pid.Sis/2016/PN.Mrs 
bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan telah mencocoki unsur-














Alhamdul lillaahi rabbil ‘aalamiin.  Segala puji bagi Allah SWT. 
Tuhan semesta alam yang tak henti-hentinya melimpahkan nikmat, 
karunia, serta hidayah-NYA kepada kita semua. Salam dan shalawat juga 
selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. 
Allahummma shalli ala muhammad wa ala alii muhammad.  
Suatu kebanggaan tersendiri bagi Penulis dengan selesainya tugas 
akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar. Namun keberhasilan 
ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini 
merupakan sokongan dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya 
menyemangati Penulis dalam menyelesaikan studi. 
Oleh karena itu, perlu kiranya Penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada beberapa sosok yang telah mendampingi upaya  
Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya ini sesuai dengan 
waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada Ayahanda Nur Kholis 
dan Ibunda Azizah yang telah membesarkan Penulis dengan penuh 
kesabaran dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah mengasuh 
dan menjaga Penulis, menasehati dan terus memberikan didikan khusus, 
mengajarkan arti kehidupan, kerja keras dan tidak mengenal putus asa, 
beliau adalah sosok orang tua  yang terbaik di dunia dan di akhirat. 
Terspesial Penulis juga ucapkan terima kasih kepada  Saudaraku Alfiyan 
Zainuri, Mohammad Aminnuddin, Arif Azhari, dan Kakak-Kakak Ipar 
Penulis Reni Setiawan, serta Indah Dwi Cahyowati, beliaulah yang telah 
memberikan energi positif tersendiri bagi Penulis untuk tetap berjuang 
serta membantu dalam pembiayaan penghidupan Penulis selama di tanah 
rantauan. Untuk saat ini Hanya ucapan terima kasih yang mampu Penulis 
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haturkan. Segala kebaikan dan jasa-jasanya akan dinilai oleh Allah Swt 
dan selalu dimudahkan urusan dalam pekerjaan dan rizkinya, dan semoga 
suatu saat (jika Allah Swt mengizinkan) Penulis bisa membalas jasa-
jasanya dengan teramat  lebih dari yang mereka berikan kepada Penulis. 
Dan Terima kasih sudah menjadi saudara yang selalu meluangkan waktu 
untuk mendengarkan curahan dan keluhan Penulis dalam segala hal 
apapun. Terima kasih atas segala bantuannya, dukungan moril maupun 
materil yang sampai saat ini Penulis belum mampu membalas kebaikan 
kalian. 
Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam 
menyelesaikan studi Strata 1 ini dapat terselesaikan. Dengan segala 
keterbatasan Penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul: 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekonomi Pupuk 
Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs)” 
Pada kesempatan ini, Penulis ingin menghanturkan terima kasih 
kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi 
ini terutama kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA., selaku 
Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya. 
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Prof. Dr. 
Ahmadi Miru, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. 
Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, serta 
Bapak Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. selaku Ketua Bagian 
Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin dan 
Jajaranya. 
4. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Dara 
Indarwati, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Penulis. Terima kasih 
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atas bimbinganya semoga suatu saat nanti Penulis dapat 
membalas jasa yang  telah  diberikan. 
5. Bapak Prof. Dr. Said Karim, S.H.,M.H,  Dr. Imran Arief, 
S.H.,M.S. dan Dr. Nur Asiza, S.H,.M.H, terima kasih atas 
kesedianya menguji Penulis, dan menerima skripsi Penulis 
yang masih sangat jauh dari yang diharapkan. 
6. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H selaku Penasihat 
Akademik (PA) Penulis. Terima kasih atas kebaikan serta 
kesedianya setiap kali Penulis berkonsultasi kartu rencana studi 
(KRS).   
7. Bapak/Ibu Dosen yang namanya tidak sempat disebutkan satu 
persatu, yaitu Bapak/Ibu Dosen pada bagian Hukum Acara, 
Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi 
Negara, Hukum  Masyarakat dan Pembangunan, Hukum 
Perdata, dan Hukum Internsional terima kasih atas ilmu yang 
telah diberikan kepada Penulis, Bapak dan Ibu adalah Dosen 
yang selalu memberikan arahan yang sangat bermanfaat bagi 
Penulis. 
8. Pegawai/ Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin atas bantuan dan keramahannya “melayani” 
segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penulisan 
karya ini sebagai tugas akhir.   
9. Pengelolah Perpustakaan Fakultas Hukum Unhas. dan 
Perpustakaan Pusat Unhas. Terima kasih telah memberi waktu 
dan tempat selama penelitian yang berlangsung. 
10. Orang tua dari sahabat-sahabat saya Ibu Sitti Waru, Ibu 
Hanisu, Ibu Juniati, Ibu Endang Suharti, Ibu Laila, Ibu Wati, 
Bapak Mukhlis, Bapak Basuki Eko Purwanto, Bapak Buhari, 
Bapak Fatihuddin serta Bapak Ramli saya ucapakan Terima 
Kasih kepada beliau yang mana selalu menerima saya dan 
membiarkan anaknya bersahabat dengan saya dimana saya 
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selalu luput dari banyak kekurangan. Yang telah rela 
memberikan tumpangan kepada saya disaat saya masih 
berpindah-pindah tempat, memberikan bantuan jika saya dalam 
kesusahan. Serta saya ucapkan terim kasih pula atas pelajaran 
kehidupan tentang pentingnya rasa kekeluargaan, semoga 
Allah membalas kebaikan Orang Tua angkat saya selama ini. 
11. Ibu Rubianti Hakim Pengadilan Negeri Maros yang telah 
membantu Penulis dalam menyusun Skripsi ini. 
12. Teman-teman ASAS 2013 yang selalu kompak, semoga kita 
menjadi penegak hukum yang dapat membangun Bangsa ebih 
baik 
13. Asian Law Student's Association (ALSA), Lembaga Debat 
Hukum dan Konstitusi (LeDHaK), Lembaga Penalaran 
Penulisan Karya Ilmiah (LP2KI), serta Ikatan Mahasiswa 
Muhammadiyah (IMM)   sebagai organisasi tempat Penulis 
untuk mencari pengalaman. 
14. Pengurus ALSA LC UNHAS Periode 2014/205, yang telah 
mengajarkan banyak hal dalam keorganisasian. 
15. Terima kasih kepada guru-guruku yang telah yang tak segan 
membagi ilmu, Kakanda Iustika Puspa Sari, kak Muhammad 
Fadhil, kak Zaldi, kak Molen, kak Dayat, kak Adi Supriadi, 
kak Iswan, dan kak Jumardi.  
16. Tim National Moot Court Competition (NMCC) ALSA Aceh 
2015. Terima kasih Kepada kak Firman, Kak Titin, Kak Ita, 
Kak Esy, Taufiq, Indah, Rifqi, Gusti, Firda, Nida, Billy, 
Rizky, Penni, Lisa, Yoko, Baim, Nunu dan Srikandi kalian 
adalah kakak-kakak dan teman-teman yang luar biasa yang 
telah mengajarkan Penulis banyak hal seperti arti persaudaraan 
dan segala apa yang Penulis lewati besama kalian banyak 
manfaat yang Penulis ambil.  
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17. Tim NMCC ALSA , Yogyakarta 2016. Terima kasih kepada 
saudara-saudara ku yang telah kembali ikut dari tahun 2015 
yang sama-sama berjuang demi Piala Mahkamah Agung 
Taufiq, Indah, Rifqi, Gusti, Baim, Srikandi dan Nunu, serta 
Nelson, Eka, Ema, Ima, Rhila, Hamka, Fadhil, Sukardi dan 
Arum yang telah memberikan arti perjuangan, kerja ikhlas dan 
kerja keras dengan membawa misi yang cukup berat karena 
harus menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. 
18. Teman-teman SD Muhammadiyah Sidayu, Madrasah 
Tsanawiyah  YKUI  Maskumambang,  Madrasah Aliyah 
YKUI Maskumambang. Tanpa kalian mungkin Penulis 
kehilangan semangat untuk mengejar cita-cita Penulis. 
19. Teman-teman KKN Kebangsaan 2016 Unhas Gelombang 
93, terkhusus Supervisor yang terus mendampingi Delegasi 
Unhas Bapak Dahlan Abu Bakar, serta delegasi Unhas Bang 
Rahman, Kak Andrian Akbar, Kak Arif, Kak Debby, Ayyub, 
Ruli, Muli, Nanda, Raniansyah, Nunu, Ausi, Shifa, Utma, dan 
Satri. Terima kasih atas motivasi dan semangatnya untuk 
mencapai misi membangun Negeri ini sehingga Penulis banyak 
belajar. 
20. Teman-teman KKN Kebangsaan 2016 Desa Tanjung Batu 
Kecil Kababupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau, 
terkhusus DPL yang terus mendampingi Ibu Suryaningsih 
Hakim, serta teman-teman dari berbagai universitas Syainal 
(UNM), Jamal (UMRAH), Pino (UNIMED), Bayu Weldy 
(UNRI), Wira (UMRAH), Jaka (UNILA), Bella (UMRAH), Lina 
(UIN SUSKA Riau), Mas Nungky (UNSOED), Lia (UMRAH), 
Mulkan (UNSYIAH), Hilda (UNTIRTA), dan Tede (UNSRI). 
Terima kasih atas kerjasamanya selama KKN dan lebih 
mengajarkan Penulis arti kebersamaan serta lebih mencintai 
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Indonesia dengan membawa semangat Nasionalisme. Penulis 
sangat senang bisa bertemu para pejuang hebat. 
21. Teman-teman dan Kakak-kakak Pondok Graha Muslimah Kak 
Mita, Kak Rani, Kak Eca, Ana, Puput, terima kaish sudah 
menjadi teman kos yang baik dan yang selalu direpotkan oleh 
Penulis. 
22. Temanku Nidaul Khasanah, Fany, Lisa yang sekarang juga 
masih mengisi kekosongan waktu Penulis dengan meramaikan 
Pondok Nurul Fadhilah. 
23. Terakhir tapi tak terlupakan sahabat, keluarga cemara yang 
selalu ada dan setia menemani Penulis kapan dan dimanapun. 
Sahabat yang dulu Penulis tak pernah bayangkan bisa bertemu 
dengan Widya Islamiyah, Kasma B, Rita Junita, Diana 
Ramli, Beta Risky A, dan Fisdayanti. Mereka adalah 
anugerah tersendiri yang Penulis patut syukuri. 
 
Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati Penulis yang 
sangat menyadari bahwah karya ini masih sangat jauh dari 
kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif 
sangat Penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepanya 
agar bisa diterima secara penuh oleh khalayk umum yang berminat 
terhadap karya ini. 
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Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 adalah dasar hukum tertinggi
sekaligus menjadi kerangka dasar pengorganisasian kekuasaan
Negara dan pembangunan. Pemerintah dari tahun ke tahun harus
meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya
pembangunan yang berintegritas, hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat
(2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa ‘’Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi  seluruh rakyat dan
memberdayakan masyarakat yang  lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan ’’.
Demi terwujudnya Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945,
Pemerintah telah mengupayakan berbagai program kerja dengan
memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana dalam berbagai bidang,
salah satunya adalah bidang pertanian. Bentuk dari upaya Pemerintah
dalam memfasilitasi atau meningkatkan sektor pertanian terutama di
bidang ketahanan pangan Nasional perlu adanya prinsip 6 yaitu : jenis,
jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Pemerintah telah
mengeluarkan kebijakan pupuk bersubsidi yang berjalan dari tahun
2003 hingga sekarang. Peraturan penyaluran dan pengadaan serta
pengertian pupuk bersubsidi telah diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan
2Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pengertian
pupuk bersubsidi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Permendagri
Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran
Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, sebagai berikut:
Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang
pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah
untuk kebutuhan kelompok Tani dan/ atau Petani di sektor pertanian
meliputi pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan jenis
pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang pertanian.
Hal ini dilakukan Pemerintah agar petani mendapatkan pupuk
dengan harga terjangkau. Pemerintah juga telah mengeluarkan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015
tentang Penetapan Kebutuhan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dengan adanya peraturan menteri
tersebut, Pemerintah mengharapkan penyaluran dan penggunaan
pupuk bersubsidi sesuai dengan sasaran, oleh karena itu komitmen dan
dukungan pengawalan serta pengawasan dari berbagai pihak
terkhusus Pemerintah Daerah sangat diharapkan.
Pengawasan peredaran pupuk bersubsidi meliputi pengawasan
terhadap jumlah, mutu, alokasi, wilayah, Harga Eceran Tertinggi (HET)
dan sistem distribusi.
Adapun tata pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan
3Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian adalah sebagai
berikut :
a. Produsen melaksanakan pengadaan pupuk bersubsidi sampai
dengan Lini III (lokasi Distributor pupuk dalam Kabupaten yang
ditetapkan oleh produsen) di wilayah yang menjadi
tanggungjawabnya.
b. Produsen melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi di gudang Lini
III kepada Distributor.
c. Distributor melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi di Lini IV
(lokasi gudang pengecer yang ditetapkan oleh distributor) kepada
Petani.
d. Pengecer wajib menguasai gudang di Lini III pada wilayah yang
menjadi tanggungjawabnya.
Aturan penyaluran dan pengawasan pupuk bersubsidi juga telah
diperhatikan oleh Pemerintah. Namun terdapat pula oknum-oknum
yang mengambil kesempatan untuk melakukan kejahatan atau
melanggar aturan tersebut, hal ini tertuang dalam studi kasus yang
Penulis akan lakukan. Penulis mengambil kasus yang dilakukan oleh
Kepolisian Maros, yaitu mengenai penangkapan Pengecer pupuk
bersubsidi. Bahwa Terdakwa Hamzah HW, Bin Abd. Wahab, warga
Dusun Kanjitongan Desa Mattiro Tasi Kecamatan Maros Baru
Kabupaten Maros, yang diadili di Pengadilan Negeri Maros, dengan
dakwaan memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukkannya
dan/ atau diluar wilayah tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d jo Pasal 1 Sub 1e huruf a dan sub
3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan,
Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 huruf a jo
Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
4Undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang
dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk
Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 30 ayat (2) dan
ayat (3) jo Pasal 21 ayat (1), ayat (2), Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Adanya aturan Pemerintah adalah untuk ditegakkan, sehingga
kehidupan akan tertib dan damai. Akan tetapi pada kenyataannya
bahwa aturan lahir adalah untuk dilanggar, kejahatan timbul karena
adanya kesempatan pelaku untuk melakukan sesuatu yang melanggar
aturan baik sadar dari diri sendiri maupun tidak. Oleh karena itu para
penegak hukum haruslah lebih memerhatikan dengan ketat terhadap
pelaku kejahatan.
Terdakwa Hamzah HW, dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1
(satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan denda sebesar Rp. 500.000,00
(lima ratus ribu rupiah) oleh Majelis Hakim yang diketuai Hongkun Otoh.
Sesuai dengan kasus di atas, pengawasan pupuk bersubsidi harus
lebih diperhatikan/ dalam pengawasan yang tepat sehingga tepat pula
sasarannya untuk mendukung program Pemerintah.
5Dari uraian latar belakang di atas, sebagaimana yang telah Penulis
paparkan, maka faktor inilah yang telah melatarbelakangi Penulis untuk
mengangkatnya menjadi topik pembahasan dalam penulisan skripsi
dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Ekonomi
Pupuk Bersubsisdi Studi Kasus Putusan Nomor
158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaturan hukum tentang pengawasan,
pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
terhadap pelaku tindak pidana ekonomi Pupuk Bersubsidi dalam
Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang
pengawasan, pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi
terhadap pelaku tindak pidana ekonomi Pupuk Bersubsidi dalam
Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs.
D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
pengembangan Hukum Pidana.
62. Kegunaan secara praktis
Dalam penegakan hukum diharapkan dapat dijadikan sebagai




A. Pengertian Tinjauan Yuridis
Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum,
sedangkan hukum yang Penulis kaji dalam hal ini adalah hukum
menurut ketentuan pidana materiil. Khusus dalam tulisan ini pengertian
tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis
tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik,
pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku
tindak pidana.
B. Hukum Pidana
Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum
pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian tersebar dan aturan-
aturannya telah disusun dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).1 Semua aturan tunduk pada KUHP kecuali yang
disebutkan dalam Pasal 103 KUHP yang berbunyi: “ketentuan-
ketentuan dalam Bab I s/d Bab III dan buku ke-1 (aturan umum), juga
berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-
undangan ditentukan lain.
Nullum delictum nulla poena sine praevia lege (tidak ada perbuatan
yang dipidana tanpa ada aturan yang terlebih dahulu mengaturnya),
1 Moeljanto, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 17.
8asas tersebut adalah dasar atau pokok dalam hukum pidana, atau
biasa disebut sebagai asas legalitas.
Asas legalitas ini biasanya mengandung 3 pengertian menurut
Moeljanto:
1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana
kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu
aturan undang-undang.
2. Untuk menyatakan adanya perbuatan pidana tidak boleh
digunakan analogi
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut
Pengertian yang pertama, bahwa harus ada aturan undang-undang
jadi aturan hukum yang tertulis lebih dahulu, itu dengan jelas
tampak pada Pasal 1 KUHP, dimana dalam teks Belanda
disebutkan : wettelije strafbepaling yaitu aturan pidana dalam
perundangan. Akan tetapi dengan adanya ketentuan ini
konsekuensinya adalah bahwa perbuatan-perbuatan pidana
menurut hukum adat lalu tidak dapat dipidana, sebab disitu tidak
ditentukan dengan aturan yang tertulis.
Asas, bahwa dalam menentukan ada atau tidaknya perbuatan
pidana tidak boleh digunakan analogi (kias) pada umumnya masih
dipakai oleh kebanyakan Negara-negara. Di Indonesia dan juga di
Negara belanda pada umumnya masih diakui prinsip ini, meskipun
ada juga beberapa sarjana tidak dapat menyetujuinya, misalnya
Taverne, Pompe, dan Jonkers.
Prof. Scholter (Alg. Deel Asser-Scholten hal.93) menolak adanya
perbedaan antara analogi dan tafsiran ekstensif, yang nyata-nyata
dibolehkan. Kata beliau “Baik dalam hal tafsiran ekstensif, maupun
dalam analogi dasarnya adalah sama, yaitu dicba untuk
menemukan norma-norma yang lebih tinggi (lebih umum atau lebih
abstrak) dari norma yang ada.2
Seorang pakar Jerman bernama Paul Johann Anslem von
Feurbach. Dalam ilmu pengetahuan pidana, ajarannya dikenal dengan
de leer van de psychologische dwang (ajaran tentang pemaksaan
secara psikologis). Pada dasarnya ajaran beliau memuat 3 hal yakni:
2 bid, hlm 27.
9a. Nulla puna sine lege, yang bermaksa bahwa setiap penjatuhan
hukuman harus didasarkan pada suatu undang-undang;
b. Nulla poena sine crimine, yang bermakna bahwa penghukuman
hanya dapat dilakukan juka perbuatan itu telah diancam dalam
suatu undang-undang;
c. Nullum crimen sine poena legali, yang bermakna bahwa
perbuatan tersebut telah diancam oleh suatu undang-undang
yang berakibat dijatuhkannya hukuman berdasarkan ketentuan
dalam undang-undang yang dimaksud.3
Adanya asas legalitas ini agar setiap orang mempunyai hak
manusia dengan tidak adanya kesewenang-wenangan yaitu memberi
kepastian hukum untuk mengatur segala setiap urusan manusia.
Asas lainnya yang juga diatur dalam KUHP adalah:
a. Asas Teritorial (Landbeginsel)
Menurut asas ini, hukum pidana suatu Negara berlaku untuk
seluruh wilayah Negara tersebut. Indonesia menganut asas
Teritorial sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yang
berbunyi “ketentuan pidana dalam perundang-undangan
dengan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan
sesuatu tindak pidana di Indonesia”
b. Asas Kebangsaan (Personaliteitsbeginsel)
Asas ini diberlakukan setiap warga Negara dimanapun mereka
berada. Asas ini dapat dilihat dalam Pasal 5, 6, 7 KUHP:
Pasal 5:
(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia
diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesia
melakukan:
3 Leden Marpaung, 2006, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 114.
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1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku
Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan
451.
2. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana
dalam perundang-undangan Indonesia dipandang
sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-
undangan negara dimana perbuatan dilakukan diancam
dengan pidana.
(2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2
dapat dilakukan juga jika tertuduh menjadi warga negara
sesudah melakukan perbuatan.
Pasal 6:
Berlakunya pasal 5 ayat 1 butir 2 dibatasi sedemikian rupa
sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-
undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya
tidak diancamkan pidana mati.
Pasal 7:
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia
berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan
salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab
XXVIII Buku Kedua.
c. Asas Perlindungan (Passief Nationalteitsbeginsel)
Asas ini diatur dalam Pasal 3 KUHP “Ketentuan pidana dalam
perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang
di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam
kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.”
Kepentingan nasional yang dipandang perlu mendapat
perlindungan adalah :
1. Keamanan Negara, keselamatan, dan martabat kepala
Negara
2. Kepercayaan terhadap mata uang, materai, dan merek-
merek
3. Kepercayaan terhadap surat dan sertifikat yang diterbitkan
Pemerintah Indonesia
4. Keamanan alat-alat pelayaran.4
4 Ibid, hlm 119
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d. Asas Persamaan (Universaliteitsbeginsel)
Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam
menjaga keamanan dan ketertiban dunia bersama-sama
dengan Negara lain.
KUHP juga menganut asas ini yang diatur dalam Pasal 4 yang
berbunyi:
Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia
diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:
1. salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106,
107,108,dan 131.
2. suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang
dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai
meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh
Pemerintah Indonesia.
3. pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas
tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau
bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon,
tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau
sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti
surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di
atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak
dipalsu;
4. salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438,
444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal
447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan
bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan
pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf I, m,
n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan
penerbangan sipil.
Seiring dengan kemajuan yang dialami oleh masayarakat dalam
berbagai bidang, bertambah juga peraturan-peraturan hukum.5 Oleh
karena itu sangat penting hukum berkembang di masyarakat. Van
Bemmelen menjelaskan bahwa hukum pidana dibedakan menjadi 2
5Ibid, hlm 1.
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(dua) yakni Hukum Pidana Materiil dan Hukum Pidana Formil, dengan
penjelasannya sebegai berikut :
Hukum Pidana Materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut
berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap
perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.
Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana
seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus
diperhatikan pada kesempatan itu.6
Selain itu Simons membagi Hukum Pidana atas Hukum Pidana
Objektif dan Hukum Pidana Subjektif. Hukum pidana bersifat Objektif
adalah hukum pidana yang berlaku atas hukum pidana Positif yang
disebut ius poenale. Hukum pidana yang bersiat Subjektif adalah hak
dari Negara yang mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan
dengan hukuman, yang disebut ius poeniendi.7
Hukum Pidana dibuat untuk memberi kemanfaatan, kepastian, dan
keadilan. Sehingga bermunculan teori-teori yang membahas tentang
alasan penjatuhan sanksi (justification), dalam buku Leden Marpaung
membagi teorinya sebagai berikut :
a. Teori Absolut (Vergeldingstheorie)
Hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para
pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan
kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.
b. Teori Relatif (Doeltheorie)
Teori ini dilandasi oleh tujuan (doel) sebagai berikut :
- Menjerakan, dengan penjatuhan hukuman diharapkan
Pelaku atau Terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi
perbuatannya.
6 Ibid
7 Ibid, hlm 3.
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- Memperbaiki pribadi Terpidana, diharapkan Terpidana akan
menyesal dan tidak mengulanginya dan kembali kejalan
kebenaran.
- Membinasakan atau membuat Terpidana tak berdaya.
Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati,
sedangkan membuat Terpidana tak berdaya adalah dengan
cara menjatuhkan pidana sumur hidup.8
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum
pidana Belanda yaitu strafbaar feit. Tidak ada penjelasan resmi tentang
apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu. Oleh karena itu, para ahli
hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah tersebut.
Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata yakni straf, baar, dan feit. Straf
diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat atau
boleh, dan feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau
sebagian dari suatu kenyataan atau een van de werkelijkheid. Secara
harfiah strafbaarfeit dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu
kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik
kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai
pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.
Menurut Adami Chazawi bahwa :
Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan
sebagai terjemahan dari istilah strafbaarfeit. Istilah yang digunakan
baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun literatur-
literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana,
delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum,
8 Ibid, hlm 4.
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perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan
pidana.9
Sulitnya memberikan pengertian strafbaarfeit, membuat para ahli
mencoba untuk memberikan definisi tersendiri dari sudut pandang
mereka menimbulkan banyaknya ketidakseragaman rumusan dan
penggunaan istilah strafbaarfeit.
Hazewingkel-Suringa mendefinisikan strafbaarfeit sebagai berikut :
Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak
didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai
perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan
menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat
didalamnya.10
Menurut Simons strafbaarfeit adalah:
Merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan
dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat
dihukum.
Alasan Simons merumuskan strafbaarfeit seperti di atas adalah
karena :
Untuk adanya strafbaarfeit itu disyaratkan bahwa disitu harus
terdapat satu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh
undang-undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan
yang dapat dihukum:
1. agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang
dirumuskan di dalam undang-undang;
9 Adami Chazawi, 2001, Pelajaran hukum pidana bagian 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
hlm 67-68.
10 P.A.F. Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Grafika, Bandung, hlm
180.
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2. setiap strafbaarfeit sebagai pelanggaran terhadap larangan atau
kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya
merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan
suatu onrechtmatige handeling.
Lebih lanjut Simons mengatakan, sifatnya yang melawan hukum
seperti dimaksud di atas itu timbul dengan sendirinya dari
kenyataan, bahwa tindakan tersebut adalah bertentangan dengan
sesuatu peraturan dari perundang-undangan, sehingga pada
dasarnya sifat tersebut bukan merupakan suatu unsur dari delik
yang mempunyai arti yang tersendiri seperti halnya dengan unsur-
unsur yang lain.11
Sementara itu, Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan
pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup
rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.12
Menurut Van Hammel mengatakan bahwa “Perbuatan manusia
yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, strafwardig (patut
atau bernilai untuk pidana), dan dapat dicela karena kesalahan (enaan
schuld te witjen)”.13
Menurut Pompe:
Strafbaarfeit adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib
hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah
dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpilihnya tertib hukum
dan terjaminnya kepentingan umum.14
Selanjutnya Pompe, pengertian strafbaarfeit dibedakan dalam dua
macam, yaitu :
11 Ibid, hlm 183.
12 D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.PH. Sitorus, 1995, Hukum Pidana , Liberty, Yogyakarta, hlm
27.
13 Andi Zainal Abidin, 2010, Hukum Pidana 1. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 225.
14 Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Radar Jaya Offset,
Jakarta, hlm 91.
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1. definisi menurut teori, strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran
norma yang dilakukan karena kesalahan si Pelanggar dan
diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum
dan menyelamatkan kesejahteraan umum
2. definisi menurut hukum positif, strafbaarfeit adalah kejadian
(feit) yang dirimuskan oleh peraturan perundang-undangan
sebagai suatu perbuatan yang dapat dikenai tindakan
hukum.15
Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang
melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dikenakan
sanksi pidana.
Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi
yang diletakkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini
ditunjukkan bagi orang yang melakukan tidak pidana. Menurut Hoeven
mengatakan:
Yang dapat dipidana adalah ialah pembuat. Ancaman pidana
karenanya ditunjukkan kepada orang yang melakukan kelakuan
yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan,
dan karena perbuatannya menimbulkan akibat terlarang.16
Ancaman pidana tidak dijatuhkan terhadap perbuatan terlarang
tersebut. Melainkan ditujukkan terhadap orang yang melakukannya. Hal
ini berdasar pada pandangan bahwa hanya oranglah yang dapat
memiliki kesalahan. Kesalahan itu sifat orang dan bukan sifat dari suatu
perbuatan.17 “Tiada Pidana tanpa Kesalahan” berarti tiada pemidanaan
15 Ibid.
16 Chairul Huda, 2011, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada
Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, Kencana, Jakarta, hlm 36-37
17Ibid, hlm 37.
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tanpa kesalahan. Pemidanaan ditimpahkan terhadap orang dan bukan
terhadap suatu perbuatan.
Menurut Muladi, sasaran yang dituju oleh pidana adalah “orang”,
atau terbatas pada kualitas seseorang. Hal ini berarti ditujukan
terhadap subjek hukum pidana.18 Menurut Muliadi dan Barda N. Arief,
pengertian subjek tindak pidana meliput dua hal, yaitu siapa yang
melakukan tindak pidana (si Pembuat) dan siapa yang dapat
dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat
dipertanggungjawabkan adalah si Pembuat, tapi tidaklah selalu
demikian.19 Suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana, jika
perbuatan itu bersifat melawan hukum.20
Adapun pembagian hukum pidana yang dikelompokkan menjadi
Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana
Umum dibuat dan berlaku bagi semua orang sedangkan Hukum Pidana
Khusus dibuat dan berlaku bagi orang tertentu. Berikut Hukum Pidana
Khusus yang banyak di jumpai di Indonesia:
a. Tindak Pidana Korupsi
b. Tindak Pidana Ekonomi
c. Tindak Pidana Lingkungan Hidup
d. Tindak Pidana Imigrasi
e. Tindak Pidana terhadap Hak Asasi Manusia
f. Tindak Pidana terhadap Perairan dan Perikanan
g. Tindak Pidana Narkotika
h. Tindak Pidana Pasar Modal
i. Tindak Pidana Perbankan
18 Ibid, hlm 40.
19 Muladi dan Barda N. Aref, 1998, Teori-teori dan kebijaka Pidana, Alumni, Bandung, hlm 97.
20 ibid Hlm 53
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j. Tindak Pidana Kepabeanan
k. Tindak Pidana Kehutanan.21
Dalam KUHP sendiri ada beberapa pengelompokan tindak pidana
atau delik yaitu dalam buku kedua dan buku ketiga (kejahatan dan
pelanggaran).
KUHP menempatkan kejahatan didalam buku kedua dan
pelanggaran dibuku ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa
yang disebut kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP sendiri.
Rumusan delik dalam KUHP merupakan rumusan yang selesai,
yaitu yang selesai dilakukan oleh si Pelakunya.
Delik formal adalah delik yang dianggap selesai dengan
dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik
beratnya berada pada perbuatan itu sendiri. Tidak
dipermasalahkan apa perbuatannya, sedangkan akibatnya hanya
merupakan aksidentalia (hal yang kebetulan). Contoh delik formal
adalah Pasal 362 (pencurian), 160 (penghasutan) dan Pasal 209-
210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan
mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup.
Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang
dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu.
Sebaliknya di dalam delik material titik beratnya pada akibat
dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi,
bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah.
Contohnya adalah Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting
adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik,
menusuk, menembak, dan sebagainya.22
21 Leden Marpaung, 2006, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 3.
22 Teguh Prasetyo, 2012, Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 58-59
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2. Unsur Tindak Pidana
Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari
dua sudut pandang yakni: (1) dari sudut teoritis; (2) Sudut undang-
undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang
tercemin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang
adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi
tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-
undangan yang ada.
Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung
didalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 unsur, unsur
subjektif dan unsur objektif.
Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam
diri si Pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya:
a. Niat
b. Maksud dan tujuan
c. Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
d. Kemampuan bertanggungjawab
Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya
dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tndakan si Pelaku itu





Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur
objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya
bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka
bisa saja terdakwa terbebas dari tuntutan.
Dari rumusan-rumusan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHP), dapat diketahui adanya unsur-unsur tindak
pidana yaitu :
a. Unsur tingkah laku
b. Unsur melawan hukum
c. Unsur kesalahan
d. Unsur akibat konstitutif
e. Unsur keadaan yang menyertai
f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
g. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
h. Unsur syarat tambahan memperberat pidana
i. Unsur objek hukum tindak pidana
j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
k. Unsur syarat tambahan utuk memperingan pidana
Menurut P.A.F Lamintang dalam rumusan tindak pidana yang
terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur
tindak pidana yaitu:
a. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus dan culpa)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan pooging
seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang
terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan
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pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-
lain
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad
seperti yang misalnya terdapat didalam kejahatan
pembunuhan menurut pasal 340 KUHP
5. Perasaan takut atau vrees seperti antara lain terdapat
didalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308
KUHP
b. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid
2. Kualitas si pelaku misalnya : “keadaan sebagai seorang
pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut
pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai komisaris dari
suatu perseroan terbatas” menurut pasal 398 KUHP
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai
akibat.23
Simons, membagi unsur tindak pidana sebagai berikut:
a. Unsur objektif terdiri atas :
- Perbuatan orang
- Akibat yang kehilangan dari perbuatan tersebut
- Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan tersebut
b. Unsur subjektif terdiri atas :
- Orang yang mampu untuk bertanggungjawab
- Adanya kesalahan yang mengiringi perbuatan.24
Hal tersebut di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Leden
Marpaung, bahwa unsur-unsur delik sebagai berikut:
a. Unsur Subjektif
Adalah unsur yang berasal dari dalam diri Pelaku. Asas hukum
pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada
kesalahan” (an act does not make a person guilty unless the
mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea)
kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang
diakibatkan oleh kesengajaan (opzet) dan kealpaan (schuld).
b. Unsur Objektif
Merupakan unsur dari luar diri Pelaku yang terdiri atas :
1. Perbuatan manusia berupa :
23 P.A.F. Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, hlm
192-193.
24 Sudarto, 2007, Hukum dan Hukum Pidana, PT. Alumni, Bandung, hlm 41.
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- Act, yakni perbuatan aktif dan perbuatan posesif
- Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif,
yaitu perbuatan yang membiarkan atau mendiamkan
2. Akibat (result) perbuatan manusia
Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang
dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan,
kemerdekaan, hak milik, kehormatan, dan lain sebagainya
3. Keadaan-keadaan (circumstances) pada umumnya
keadaan-keadaan ini dibedakan menjadi 2 (dua)
diantaranya:
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum
Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang
membebaskan si Pelaku dari hukuman, adapun sifat
melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan
dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau
perintah.25
Sementara itu, menurut Moeljatno bahwa unsur atau elemen dari
suatu perbuatan pidana adalah:
1. Kelakuan dan akibat (perbuatan
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. Unsur melawan hukum yang obyektif
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.26
C. Hukum Ekonomi
Perhatian yang cukup besar dari dunia Internasional terhadap
kejahatan ekonomi. Perhatian tersebut dipandang sebagai hal yang
wajar mengingat ruang lingkup, dimensi serta dampak kejahatan
dibidang ekonomipun sangatlah luas dan dapat melampaui batas-batas
territorial.
25 Leden Marpaung, 2006, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9.
26 Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 69.
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Terlebih diakui dan merupakan kenyataan, bahwa ada hubungan
yang sangat erat dan saling kebergantungan antara tatanan sosial
dan tatanan ekonomi secara nasional maupun internasional.
Dalam salah satu pertimbangan putusan Kongres PBB ke-7 di
Milan pada bulan September 1985, khususnya dalam putusan
mengenai Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal
Justice in the Context of Development and a New International
Economic Order, antara lain diakui dan ditegaskan:
“.......that the international and national economic and social orders
are closely related and are becoming more and more
interdependent and that, as a growing socio-political problem, crime
may transcend national boundaries”.
Sebagai salah satu masalah sosio-politik, dikemukakan pula dalam
bagian lain dan laporan Kongres PBB ke-7 bahwa kejahatan
sebagai produk sosial disebabkan oleh beraneka ragam faktor dan
diantaranya faktor ekonomilah yang memegang peran utama.27
Hukum Ekonomi menurut Sumantro adalah:
Hukum Ekonomi adalah seperangkat norma-norma yang mengatur
hubungan kegiatan Ekonomi, yang secara substansial sangat
dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh Negara
yang bersangkutan (liberalistis, sosialistis, atau campuran).28
Hukum perekonomian dapat diartikan sebagai peraturan,
khususnya yang dibuat oleh Pemerintah atau badan pemerintah, yang
secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk memengaruhi
perbandingan ekonomi dipasar-pasar. Pasar dalam arti pertemuan
antara penawaran dan permintaan. Jadi hukum perekonomian (social-
econimische wtgeving) dalam perundangan itu diatur kehidupan
ekonomi dari Negara termasuk rakyatnya.
Beberapa pakar membuat klasifikasi yang cukup tentang hukum
ekonomi. Ada yang membagi hukum ekonomi atas hukum ekonomi
produksi, hukum ekonomi distribusi, hukum ekonomi konsumsi, dan
hukum ekonomi keuangan. Ada juga yang membedakan atas
hukum ekonomi pertanian, hukum ekonomi pertambangan, hukum
27 Muliadi, Barda Nawawi 2007, Bunga Rampai Hukum Pidana, PT Alumni, Bandung, hlm 161.
28 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Kencana, Jakarta, hlm 85.
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ekonomi industri, hukum ekonomi pembangunan, hukum ekonomi
perdagangan, hukum ekonomi utility (prasarana), hukum ekonomi
angkutan, hukum ekonomi jasa-jasa masyarakat, dan hukum
ekonomi pemerintah.29
Visi tentang Hukum Ekonomi oleh pendapat Normin S Pakpahan
(1995) adalah pengurangan bahkan penghilang hambatan-
hambatan yuridis terhadap kelangsungan transaksi ekonomi yang
efisien serta mengantisipasi dengan member sanksi yang tegas bila
menyangkut perbuatan yang melanggar hukum pidana.30
Pelaksanaan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 secara murni
dan konsekuen di sektor pembangunan ekonomi mengandung makna
demokrasi dengan ciri-ciri positif :
a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan
atas asas kekeluargaan dan gotong royong.
b. Cabang-cabang produksi yang peting bagi Negara menyangkut
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
c. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat.
d. Sumber-sumber kekayaan dan keuangan Negara digunakan
dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta
dengan pengawasan lembaga-lembaga itu.
e. Warga Negara mempunyai kebebasan dalam memilih pekerjaan
yang dikehendaki serta mempunyai hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak.
f. Hak milik perseorangan diakui dan penggunaannya tidak boleh
bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
g. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga Negara
dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak
merugikan kepentingan umum.
h. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh
Negara.31
Peraturan-peraturan didalam bidang perekonomian diadakan
dengan berbagai macam-macam tujuan. Di dalam Negara yang
29 Ibid.
30 Andi Sofyan, “ Kompleksitas dan Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi”, Jurnal
Hukum Pidana & Kriminologi, hlm. 45.
31 Ibid, hlm 44-45.
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menganut sistem kapitalis, diperlukan peraturan agar Pemerintah dapat
melindungi pertumbuhan perekonomian yang diselenggarakan secara
liberal dan persaingan bebas dapat berjalan dengan lancar tanpa
mengorbankan politik Negara. Sebaliknya Negara yang menganut
sistem perekonomian bersifat mencegah penguasaan ekonomi oleh
perseorangan karena dianggap bertentangan dengan kepentingan
umum. Demikian pula Negara yang menganut sistem perekonomian
campuran mengadakan peraturan untuk menetukan garis-garis batas
yang jelas antara perekonomian yang masih dapat diselenggarakan
oleh kegiatan ekonomi perseorangan atau kelompok masyarakat dan
kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk
kepentingan rakyat banyak.32
Negara Republik Indonesia menurut pengelompokkan sistem
perekonomian tersebut di atas termasuk golongan kelompok ketiga
yakni sistem perekonomian campuran. Sehingga peraturan dibidang
perekonomian yang diadakan diperuntukkan menjamin kehidupan
masyarakat ekonomi lemah, menertibkan kehidupan ekonomi yang
diselenggarakan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat, dan
mengatur penguasaan atas beberapa cabang perekonomian yang
32 Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum di Luar Kodifikasi Hukum Pidana. Radar Jaya Offset,
Jakarta, hlm 99.
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menyangkut hajad hidup rakyat banyak untuk diselenggarakan oleh
Pemerintah.33
Perubahan hukum pidana ekonomi secara elastis sering
menimbulkan berbagai kesulitan bagi petugas penegak hukum
berhubungan perubahan yang cepat dengan tambahan atau
pencabutan peraturan lama, dan luas lingkup perkembangan ekonomi
memerlukan kemampuan khusus untuk menguasai soal-soal ekonomi,
yang apabila tidak berhati-hati dapat mengakibatkan kesesatan hukum
dan keputusan peradilan yang tidak adil.
Keanekaragaman sanksi dalam hukum pidana ekonomi yang
tersusun secara material dapat meliputi sanksi administrasi, sanksi
keperdataan, dan sanksi disiplin organisasi.
Hukum Pidana Ekonomi adalah bagian dari hukum yang
merupakan corak tersendiri, yaitu corak ekonomi.34 Dengan demikian
hendaknya hukum pidana ekonomi mengambil tempat di samping
hukum pidana. Moch Anwar mengartikan hukum pidana ekonomi
sebagai sekumpulan peraturan di bidang ekonomi yang memuat
ketentuan-ketentuan tentang keharusan/kewajiban dan atau larangan
yang diancam dengan hukuman.35 Undang-undang di bidang Ekonomi:
33 Ibid




Undang-ndang perbankan diatur dalam Undang-undang Nomor
10 tahun 1998. Undang-undang ini merupakan perubahan dan
penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967
dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992.
b. Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
Mengenai subjek delik, undang-undang ini menyimpang dari
KUHP, yakni mengakui adanya korporasi sebagai pembuat dan
dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.
c. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, terdapat lebih dari dua puluh pasal yang
berkaitan dengan tindak pidana.
d. Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang
Di dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang.
e. Undang-Undang Perpajakan
Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5
tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang
Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.
f. Undang-Undang Pasar Modal
Perbuatan yang dikualisifikasikan sebagai tindak pidana dalam
undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.36
1. Tindak Pidana Ekonomi
Payung peraturan dari hukum pidana ekonomi di Indonesia
terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi atau
yang biasa disingkt dengan UUTPE adalah peraturan-peraturan lain
yang mengatur dibidang ekonomi di luar Undang-Undang Darurat
36 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggngjawaban Pidana Perkembangan dan
Peneraoan, PT. Rajagrafindo Prasada, Jakarta, hlm 68.
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Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan
Tindak Pidana Ekonomi.
Sejak tanggal 13 Mei 1995 mulailah berlaku Undang-Undang
Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.37
Sampai sekarang tidak ada teori yang dapat menjelaskan
pengertian tindak pidana ekonomi. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi
dapat dibagi menjadi kedalam arti sempit dan arti luas.
Pengertian tindak pidana arti sempit terbatas pada perbuatan-
perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan-
peraturan yang berlaku seperti yang disebut secara limitatif dalam
Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
Dengan kata lain secara sederhana dan dari sudut pandang sempit
adalah semata-mata dengan mengaitkannya pada undang-undang
tindak pidana ekonomi khususnya apa yang disebut dalam Pasal 1.
Sedangkan pengertian Tindak Pidana Ekonomi dalam arti luas
adalah tindak pidana yang selain dalam arti sempit, mencakup pula
tindak pidana dalam peraturan-peraturan ekonomi yang diluar yang
termuat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955
tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi”.38
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi
menyebutkan bahwa yang disebut tindak pidana ekonomi adalah :
1e. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan:
a. Órdonnantie Gecontroleerde Goederen 1948” (“staatsblad” 1948
No. 44) sebagaimana diubah dan ditambah dengan “staasblad
1949 No. 160;
b. “Prijsbeheersing-ordonnantie 1948” (“staasblad 1948 No. 295);
37 R. Wiyono, 1983, Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia, Alumni, Jakarta, hlm 1.
38 Edi Setiadi, Rena Yulia, Op. Cit. hlm 33.
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c. “Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 (Lembaran
Negara tahun 1953 No. 4);
d. “Rijsterdonnantie 1948” (“staasblad 1948 No. 253)
e. “Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi”
(Lembaran Negara tahun 1952 No. 33)
f. “Deviezen Ordonnantie 1940” (“staasblad 1940 No. 205)
2e. Tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32, dan 33
undang-undang darurat ini;
3e. Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan
undang-undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut
pelanggaran itu sebagai tindak pidana ekonomi.
Pengertian dan ruang lingkup kejahatan ekonomi dalam arti luas
itulah yang didalam istilah asing biasa disebut dengan berbagai
istilah, antara lain economic crimes, crime as business, business
crimes, abuses of economic power atau economic abuses. Dalam
lapran Kongres PBB ke-5 (mengenai The Prevention of Crime and
the Tratment of Offenders) terungkap, bahwa crime as business
merupakan bentuk kejahatan dalam bidang bisnis atau industri
yang pada umumnya dilakukan secara terorganisir dan oleh
mereka yang mempunyai kedudukan terpandang didalam
masyarakat.39
Bahwa Muliadi dan Barda Nawawi mempuntai pendapat tentang
definisi dan ruang lingkup kejahatan ekonomi beliau mengatakan :
Apabila kita menggunakan pendekatan teknis, kejahatan ekonomi
lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan dilingkungan bisnis
yakni bilamana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlakukan
untuk menilai kasus yang terjadi. Dalam hal ini batasan yang dapat
dikemukakan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang
dan atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan bersifat
melawan hukum, yang hakikatnya mengandung unsur-unsur
penipuan, memberikan gambaran yang salah, penggelapan,
manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan atau pengelakan
peraturan.40
39 Muliadi, Barda Nawawi, 2007, Bunga Rampi Hukum Pidana, PT Alimni, Bandung, hlm 164-165.
40 Ibid, hlm 20
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Lebih lanjut Muliadi dan Barda Nawawi juga menjelaskan bahwa
Indnesia sangat tepat apabila istilah yang digunakan dalam tindak
pidana ekonomi adalah menggunakan istilah tindak pidana social
ekonomi. Hal ini dikarenakan mengingat tujuan konstitusi kita adalah
memajukan kesejahteraan umum.
Maka dengan demikian menurut mereka setidaknya ada beberapa
unsur yang masuk dalam tindak pidana ekonomi:
1. Perbuatan dilakukan dalam rangka kegiatan ekonomis yang
pada dasarnya bersifat normal dan sah.
2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan
Negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya
kepentingan individual.
3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis
yang merugikan perusahaan lain atau individu lain.
Tipologi tindak pidana ekonomi bisa dibedakan atas dasar tujuan
pengaturan dan motivasi dilakukannya. Dalam hal ini yang pertama
kita membedakan : (a) Peraturan yang berusaha menjaga agar
kompetisi bisnis dilakukan dengan jujur dan efektif. Contohnya,
adalah perlindungan konsumen, perlindungan tenaga kerja,
perlindungan lingkungan hidup, anti monopoli; (b) Peraturan yang
berusaha mencampuri ekonomi pasar seperti pengendalian harga,
peraturan impor-ekspor, devisa; (c) Peraturan fiskal seperti
manipulasi pajak dan bea cukai dan (d) Peraturan korupsi, mislanya
suap menyuap.41
Berbeda halnya apabila motifasi dilakukannya kejahtaan ekonomi
berarti kita berbicara tentang a. Kejahatan yang bersifat individual
seperti pemalsuan kartu kredit dan pajak pribadi, b. Kejahatan
dilingkungan okupasi seperti manipulasi biaya perjalanan yang
melanggar kepercayaan dan kewajiban dilingkungan bisnis maupun
41 Ibid, hlm 21.
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pemerintahan, c. Kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari
kegiatan bisnis walaupun tidak bersifat netral, d. Kejahatan
dilingkungan bisnis yang bersifat sentral seperti penipuan asuransi.42
Dari Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang
Penuntutan, Pengusutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi di
sebutkan bahwa tindak pidana ekonomi dibagi menjadi 2 :
a. Kejahatan
b. Pelanggaran
Mengadakan perbedaan antara tindak pidana ekonomi sebagai
kejahatan dan tindak pidana ekonomi sebagai pelanggaran dianggap
perlu karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga
mengadakan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran serta
perbedaan akibat antara kejahatan dan pelanggaran.
B Mardjono Reksodiputro memberikan pengertian kejahatan
ekonomi sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan
pemerintah dalam lapangan ekonomi.43
Undang-undang tindak pidana ekonomi merupakan suatu kumpulan
dari berbagai peraturan perundang-undangan dibidang ekonomi yang
berlaku positif dan yang memuat ketentuan pidana. Dengan kata lain
bahwa Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi merupakan aturan dari
42 Ibid, hlm 22.
43 Ibid,hlm 33.
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semua tindak pidana yang memiliki karakteristik ekonomi serta
dikualifisir sebagai tindak pidana yang mempunyai pengaruh negatif
terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan Negara.44
Edmund Kitch mengemukakan Karakterstik maupun tipe-tipe
economic crimes sebagai berikut: pertama, Pelaku menggunakan
modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi
kegiatan ekonomi pada umumnya; kedua, tindak pidana ini
biasanya melibatkan Pengusaha-Pengusaha yang sukses dalam
bidangnya dan ketiga, tindak pidana ini memerlukan penanganan
atau pengendalian secara khusus dari aparatur Penegak Hukum.45
Sedangkan tipe tindak pidana ekonomi menurut Ensiklopedi Crime
and justice dibedakan menjadi tiga tipe tindak pidana ekonomi:
a. Property crimes memiliki pengertian yang lebih luas dari
penegrtian pencurian dalam pasal 362 KUHP. Property crimes
ini meliputi objek yang dikuasai individu (perorangan) dan juga
yang dikuasai oleh Negara. Misalnya Amerika Serkat dikenal
adanya Integrated theft offense yang meliputi tindakan-tindakan
sebagai berikut :
1. Tindakan pemalsuan
2. Tindakan penipuan yang merusak
3. Tindakan memindahkan atau menyembunyikan instrument
ynag tercatat atau dokumentasi
4. Tindakan mengeluarkan cek kosong
5. Menggunakan kartu kredit yang diperleh dari pencurian dan
kartu kredit yang ditangguhkan
6. Praktik usaha curang
7. Tindakan penyuapan dalam usaha
8. Tindakan perolehan atau pemilikan sesuatu dengan cara
tidak jujur atau curang
9. Tindakan penipuan terhadap kreditur beritikad baik
10.Pernyataan bangkrut dengan tujuan penipuan
11.Perolehan deposito dari lembaga keuangan yang sedang
pailit
12.Peyalahgunaan dariaset yang dikuasai
44 H.M. Insan Anshari, 2012, Tindak Pidana Perpajakan (Studi Kajian Yuridis-Normatif), Artha Jasa
Offset, Jakarta, hlm 66.
45 Edi Setiadi, Rena Yulia. Op.Cit., hlm 49.
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13.Melindungi dokumen dengan cara curang dar tindakan
penyitaan.
b. Regulatrory crimes adalah seiap tindakan yang merupakan
pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang berkaitan
dengan usaha di bidang perdagangan atau pelanggaran atas
ketentuan-ketentuan mengenai standarisasi dalam dunia usaha.
Termasuk dalam Regulatrory crimes ini pelanggaran atas
larangan perdagangan marijuana illegal atau penyelenggaraan
pelacuran atau peraturan tentang lisensi, pemalsuan kewajiban
pembuatan laporan dari akifitas usaha dibidang perdagangan,
dan melanggar ketentuan upah buruh dan larangan monopoli
didalam dunia usaha serta kegiatan usaha yang berlatar
belakang plolitik.
c. Tax crimes adalah tindakan yang melanggar ketentuan
mengenai pertanggungjawaban dibidang pajak dan persyaratan
yang telah diatur didalam undang-undang pajak, setiap tahun
Negara dirugikan terutama oleh konglmerat-konglomerat hitam,
yang melakukan penggelapan dan penyelundupan pajak.46
Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, bentuk dan rumusannnya
terbagi menjadi:
a. Golongan Pertama, yakni sesuai dengan Pasal 1 sub 1 yang
menunjuk ketentuan Rechten Ordonnantie Stbld 1931 Nomor 47
(yang telah dirubah dan ditambah) meliputi:
- Ordonnantie gecontroleerde goerderen 1948 (staatsblad
1948 Nomor 144)
- Prijsbeheersing-ordonnantie 1948 (staatsblad 1948 Nomor
295)
- Undang-undang Penimbunan Barang 1951 (Lembaran
Negara Tahun 1951 Nomor 4)
- Ristodonnantie (staatsblad 1948 Nomor 253)
- Undang-undang Darurat Kewajiban Penggilingan Padi
(Lembaran Negara 1952 Nomor 33)
- Divizen ordonnantie 1940 (staatsblad 1940 Nomor 205)
b. Golongan Kedua yang tercantum dalam pasal 26, pasal 32,
pasal 33 Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
c. Golongan Ketiga adalah Undang-undang yang dibuat dalam
kategori Undang-undang Pelanggaran delik ekonomi, termasuk
seperti Undang-undang Nomor 8 tahun 1962 tentang
Pengawasan barang-barang dan Peraturan Pemerintah Nomor
46 Ibid, hlm 50.
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11 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam
Pengawasan sebagai peraturan pelaksanaannya.47
Sementara Muliadi mengatakan tipologi tindak pidana ekonmi bisa
dibedakan atas dasar tujuan pengaturannya dan motivasi
dilakukannya. Dalam hal pertama kita membedakan (a) peraturan
berusaha menjaga agar kompetisi bisnis dilakukan dengan jujur
dan efektif, (b) peraturan berusaha mencampuri ekonomi pasar
seperti pengendalian harga, peraturan export impor/devisa, (c)
peraturan fiscal seperti manipulasi pajak dan bea cukai, dan (d)
peraturan korupsi misalnya suap-menyuap.48




- Delik yang berhubungan dengan barang-barang yang
diawasi
- Delik ekonomi mengenai izin pergudangan.
Tindak pidana ekonomi dapat dilakukan oleh atau atas nama suatu
badan hukum, perseroan, perserikatan orang atau yayasan. dalam
Pasal 15 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi ayat
(2) mengatakan tindak pidana ekonomi tersebut dilakukan oleh:
1. Orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain
2. Tindak pidana ekonomi itu dilakukan oleh orang-orang yang masih
di dalam lingkungan badan hukum, perseroan, perserikatan orang
atau yayasan.49
47 Ibid.
48 Ibid, hlm 51.
49 R. Wiyono R. Wiyono, 1983, Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia, Alumni, Jakarta, hlm
101.
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2. Macam-macam Tindak Pidana Ekonomi
Kejahatan dibidang ekonomi sangatlah luas, oleh karena itu butuh
ada perkembangan yang terbaru untuk dijadikan refrensi yang mana
saja yang digolongkan sebagai tindak pidana dibidang ekonomi.
Adapun macam-macam Tindap Pidana Ekonomi Sebagai Berikut :
a. White Collar Crime dan Kejahatan Korporasi
Menurut J.E. Sahetapy mengatakan
“Istilah White Collar Crime berkembang dengan konsep dan
makna yang berbeda-beda, sebagian ahli menyebut dengan
istilah Organizational Crime, Organized Crime, Corporate
crime, dan Bussines Crimese bagian lagi memakai istilah
occupational deviance, corporate and government deviance,
dan illegal corporate behaviour.”50
Joann Miller membagi White Collar Crime kedalam 4
kategori:
1. Kejahatan Korporasi (Organization Occupation Crime)
Kejahatan ini dilakukan para eksekutif demi kepentingan
dan keuntungan perusahaan yang berakibat kerugian
pada masyarakat.
2. Kejahatan jabatan (Governtmental Occupational Crime).
Kejahatan yang dilakukan oleh Pejabat atau birokrat
seperti korupsi dan abuse of power.
3. Kejahatan Profesional (Professional Occupational Crime).
50 Edi Setiadi, Rena Yulia. Op.Cit,. hlm 55
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Kejahtaan dilingkungan professional, pelakunya meliputi
lingkungan seperti Dokter, Akuntan, Pengacara, Notaris,
dan seabianya yang memiliki kode etik tersendiri.
4. Kejahatan Individual (Individual Occupational Crime),
Kejahatan yang dilakukan oleh individu untuk
mendapatkan keuntungan pribadi.
White Collar Crime sering terjadi dalam bentuk kejahatan
korporasi, kejahatan perbankan, dan tindak pidana korupsi.
Secara istilah korporasi adalah suatu gabungan orang yang
dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai
subjek hukum tersendiri suatu personifikasi.51
Di bawah ini adalah pengakuan produk perundang-undangan
yang mengakui korporasi sebagai pelaku kejahatan sekaligus
dapat bertanggungjawab secara hukum :
1. Korporasi dapat melakukan tindak pidana, tetapi
bertanggungjawab pidana masih dibebankan kepada
pengurus. (Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 tahun
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan)
2. Korporasi dinyatakan secara tegas sebagai Pelaku
kejahatan dan dapat dipertanggungjawabkan secara
pidana (Pasal 15 UUTPE), (Pasal 46 Undang-undang
Nomor 23 tahun 1997).52
51 Ibid, hlm 58
52 Ibid.
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b. Tindak Pidana Korupsi
Istilah Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat pada Pasal 2
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara
atau perekonomian Negara.
Korupsi adalah salah satu ancaman bagi Indonesia karena
kasus korupsi selalu berhubungan dengan basic economic and
economic life of the nation.
Mengutip pepatah inggris bahwa uang adalah akar dari
kejahatan. Pepatah ini cocok dengan anatomi kejahatan
korupsi, karena bersinggungan dengan masalah-masalah
ekonomi. Oleha karena itu, tepat apabila ada yang
memasukkan perbuatan korupsi termasuk kejahatan dalam
bidang ekonomi, bahkan dimasukkan dalam salah satu
bentuk transnational crime di samping korupsi bisa juga
terjadi dalam lapangan jabatan, kekuasaan, politik, korupsi
moral, dan korupsi demokrasi. Lord At mengatakan bahwa
Power tend to corrupt but absolute power corrupt
absolutely.53
c. Kejahatan Perbankan/Tindak Pidana Perbankan
Kejahatan dibidang perbankan adalah kejahatan apapun
yang menyangkut perbankan. Misalnya seseorang merampok
bank, pengalihan rekening secara tidak sah dan lain-lain.
53 Ibid (lihat juga buku Barda Nawawi Arief. Pokok-Pokok Pikiran Kebijakan Pembaharuan
Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, makalah seminar di UNSOED. Purwokwrto.1999)
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Adapun beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai
kejahatan perbankan dan telah diatur dalam perundang-
undangan lain adalah :
1. Dalam KUHP, Buku II Bab X tenang pemalsuan Mata
Uang dan Uang Kertas, yaitu dalam pasal 244, Pasal
245, Pasal 246, Pasal 249, dan Pasal 250
2. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perbankan.
Pasal 46 : menjalankan usaha bank tanpa izin Menteri
Keuangan
Pasal 47 : Larangan bagi bank untuk memberikan
keterangan tenang keadaan keuangan nasabahnya yang
tercatat padanya dan hal-hal lain yang harus
dirahasiakan oleh bank menurut kelajiman dalam dunia
perbankan.
Pasal 47 a: memberikan keterangan tentang hal-hal yang
harus dirahasiakan oleh anggota direksi atau pegawai
bank
Pasal 48 : dengan sengaja tidak memberikan keterangan
yang wajib diberikan oleh anggota direksi atau pegawai
bank
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank
Sentral. Pasal 59 ayat (2) menentukan bahwa adalah
tindak pidana yang berupa kejahatan apabila Gubernur,
Direktur dan pegawai bank, komisaris pemerintah serta
secretariat dewan memberikan keterangan yang
diperoleh karena jabatannya kecuali apabila diperlukan
untuk pelaksanaan tugasnya atau untuk memenuhi
kewajiban-kewajiban menurut undang-undang ini.
Pasal 48 jo. Pasal 58 menentukan hukuman denda
kepada badan-badan dan atau kesatuan ekonomi yang
tidak memerikan keterangan dan bahan-bahan yang
diperlukan oleh bank sentral dalam melakukan tugas dan
usahanya.54
d. Kejahatan Pencucian Uang (Money Loundering)
Tidak Pidana pencucian Uang merupakan transnasional
organized crime. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8
54 Edi Setiadi, Rena Yulia. Op.Cit.. hlm 141-142
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tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan tentng tindak
pidana pencucian uang dan hasil tindak pidananya sebagai
berikut:
Pasal 3
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau
surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana
Pasal 2
(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang





e. penyelundupan tenaga kerja;
f. penyelundupan migran;
g. di bidang perbankan;
h. di bidang pasar modal;













v. di bidang perpajakan;
w. di bidang kehutanan;
x. di bidang lingkungan hidup;
y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
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z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana
penjara 4 (empat) tahun atau lebih,
e. Kejahatan Di Bidang Pasar Modal
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 memberikan
pengertian pasar modal sebagai suatu kegiatan yang
berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek
perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang
diterbitkannya, serta lembaga dan potensi yang berkaitan
dengan efek.
Pasar modal adalah suatu tepat atau sistem bagaimana
caranya dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan dana untuk
kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang
membeli dan menjual surat efek yang baru dikeluarkan.55
f. Kejahatan Konsumen
Dalam kegiatan ekonomi perdagangan pada umumnya pihak
konsumen mempunyai posisi tawar yang lebih lemah
dibanding degan produsen sehingga konsumen kadang-
kadang tidak dapat berbuat banyak ketika menerima barang
atau jasa yang kondisinya kurang sesuai dengan yang
ditawarkan oleh produsen.56
Dalam buku Edi Setiadi dan Rena Yulia mengemukakan
beberapa jenis kejahatan konsumen sebagai berikut :
- Produk makanan dan obat-obatan yang tidak diketahui
masa daluwarsanya
- Penjualan barang tanpa after sale service
- Produk makanan dan minuman yang mengandung bahan
berbahaya
- Iklan menyesatkan
- Tes laboratorium yang menyesatkan (yang memberikan
hasil yang tidak benar yang mengarahkan pengobatan
yang mahal padahal tidak perlu)
- Penjualan secara sales sepanjang tahun
- Menaikkan harga sebelum untuk menjadi sales
- Kontrak dengan klausula baku yang sangat memberatkan
konsumen
- Ukuran, takaran yang tidak benar
55 Ibid, hlm 167.
56 Ibid, hlm 177.
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- Tidak ada petunjuk penggunaan barang dalam bahasa
Indonesia
- Tidak mengindahkan prosedur pembuatan barang secara
halal
- Arisan berantai, MLM, atau investasi dengan bunga-bunga
sangat tinggi
- Produk dumping
- Promosi/iklan terhadap barang yang berbahaya
(rokok/obat)
- Obat kadaluwarsa atau obat yang tidak ada manfaatnya
- Label produk yang tidak benar
- Ketidakamanan fasilitas umum, seperti kereta api, bus, dan
pesawat dll.57
D. Pupuk Bersubsidi
1. Pengertian Pupuk Bersubsidi
Pupuk bersubsidi adalah termasuk dalam barang yang diawasi oleh
Pemerintah, hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai
barang dalam Pengawasan.
Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77
Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang
dalam Pengawasan menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 Peraturan
Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
sebagai Barang dalam Pengawasan telah diubah. Adapun bunyi Pasal
2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Taun 2011 tentang
57 Ibid, hlm 179.
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Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan :
(1) Dengan Peraturan Presiden ini, Pupuk bersubsidi ditetapkan
sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam undang-undang Nomor Prp tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan
(2) Jenis pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP-36, Pupuk ZA, dan Pupuk NPK.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
Pengadakan dan Penyaluran, termasuk jenis jumlah, mutu,
wilayah pemasaran dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran
(4) Perubahan terhadap jeis Pupuk Bersubsidi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Pertanian
berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang
dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Pengertian Pupuk Bersubsidi dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-
DAG/PER/4/2013, yang menyatakan sebagai berikut:
Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang
pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah
untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sector
pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk
NPK, dan jenis Pupuk bersubsidi lainya yang diterapkan oleh
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pertanian.
Adapun induk dari perusahaan Pupuk adalah PT. Pupuk
Indonesia, produsen pupuk yang ada di Indonesia dalam hal ini adalah :
a. PT. Pupuk Sriwijaya Palembang
b. PT. Pupuk Kalimantan Timur
c. PT. Petrokimia Gresik
d. PT. Pupuk Kujang
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e. PT. Pupuk Iskandar Muda
2. Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi diatur dalam
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Dalam menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia untuk
melaksanakan hal tersebut bagi kelompok Tani dan/atau petani
berdasarkan perjanjian Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk
Indonesia (Persero).
PT. Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan produsen sebagai
pelaksana pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang
bertanggungjawab pada wilayah Provinsi/ Kabupaten dan Kota tertentu.
Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran pupuk
bersubsidi dengan wilayah tanggungjawab ditingkat
Kabupaten/Kecamatan/Kota/Desa tertentu. Berikut adalah persyaratan
penunjukan Distributor sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri
Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 :
a. Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
b. Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan
usaha perdagangan ditempat kedudukannya
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c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan
perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP),
Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Dan Surat Izin Tempat Usaha
(SITU) Pergudangan;
d. Memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat
transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran
Pupuk Bersubsidi di wilayah tangungjawabnya
e. Mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki
paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan dan/ atau
Desa di Wilayah tanggungjawabnya
f. Rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang
membidangi perdagangan untuk penunjukkan Distributor baru;
dan
g. Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang
dipersyaratkan oleh Produsen.
Pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi dengan wilayah
tanggungjawab ditingkat Kecamatan/Desa adalah seorang Pengecer
yang ditunjuk oleh Distributor dan mendapat persetujuan dari Produsen.
Adapun persyaratan Pengecer yang ditunjuk oleh Distributor
terdapat dalam undang-undang yang terangkum dibawah ini :
a. Bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum
b. Memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau
mengelola perusahaannya
c. Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan
perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
d. Memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk
Bersubsidi guna menjamin kelancaran Pupuk Bersubsidi di
wilayah tanggungjawabnya masing-masing dan;
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e. Memiliki permodalan yang cukup.
Pengadaan dan penyaluran Pupuk bersubsidi diawasi oleh tim
pengawas yakni, tim pengawas pupuk bersubsidi pada tingkat pusat
adalah tim pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait
dipusat yang ditetapkan oleh Menteri penyelenggaraan urusan
pemerintahan dibidang pertanian.
Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi meliputi : jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
Pelaksanaan pengawasan dapat dilihat pada Pasal 25 ayat (2)
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-
DAG/PER/4/2013 :
Pasal 25 ayat (2); Pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
a. PT. Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pemantauan dan
pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi didalam Negeri mulai dari Lini I sampai dengan
Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (Enam) tepat;
b. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan
pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip
6 (Enam) tepat di wilayah tanggungjawabnya;
c. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida ditingkat Provinsi
yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan
pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan
penggunaan Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini
IV wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan
pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan
tembusan kepada Produsen penanggungjawab wilayah;
d. Komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida ditingkat wilayah
kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota,
melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah
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kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota
dengan tembusan kepada Produsen penanggungjawab
wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan
Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
e. Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan
pengawasan dari komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida
Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada
ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan
Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan
Pupuk Bersubsidi dan Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pertanian;
f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi tingkat pusat melakukan
pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan
penyaluran pupuk bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan
Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri, Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perindustrian, dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang pertanian;
g. Direktur Jenderal Perdagangan dalam Negeri dan Direktur
Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen atau
Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan
langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran
pupuk bersubsdidi;
h. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan
melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan,
penyaluran, dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi diwilayah
kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan komisi
Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan
kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan
Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
dan
i. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi
Perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan
pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi
diwilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota
dan komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota





Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat berkaitan
dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka
dalam melakukan penelitian Penulis memilih lokasi penelitian pada
Pengadilan Negeri Maros, baik data tersebut diperoleh secara
langsung, maupun tidak langsung. Penulis memilih lokasi penelitian
tersebut dengan pertimbangan ketersediaan data yang cukup lengkap
dan memadai untuk disajikan kedalam bentuk informasi yang akurat
yang dibutuhkan didalam penelitian ini.
B. Jenis Dan Sumber Data
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil
penelitian di lapangan, dilakukan dengan teknik wawancara dengan
Narasumber, yakni Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor
158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan
dengan cara menelah literatur atau buku-buku, dokumen, refrensi-
refrensi hukum, dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan objek penelitian.
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C. Metode Pengumpulan Data
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
Mengumpulkan data di lapangan dengan cara tanya jawab
secara langsung kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara
Nomor 158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs.
2. Penelitian Pustaka (Library research)
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan
landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel,
jurnal dan juga bahan publikasi ilmiah lainya yang dianggap dapat
memberikan informasi yang diperlukan.
D. Analisis Data
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder
akan dianalisis dan diolah secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu
dan sifat gejala dalam peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan
sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam
data sekunder.
Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu
menjelaskan dan menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan
Penulisan skripsi ini, serta Penulis senantiasa bersandar pada
peraturan dan kaidah hukum yang berlaku dan kemudian untuk
mengetahui pelaksanaan suatu peraturan tersebut, senantiasa
memperhatikan faktor-faktor non-yuridis dimana peraturan itu berlaku.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pupuk Bersubsidi dalam Hukum Pidana Ekonomi
1. Tindak Pidana Ekonomi dalam Undang-Undang Darurat Nomor
7 tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan
Tindak Pidana Ekonomi
Berdasar pada pendapat Pompe yang mengatakan bahwa hukum
pidana dibidang ekonomi adalah pada hakikatnya berbicara tentang
hukum administrasi Negara atau yang sanksi pidananya diutamakan
sebagai suatu hukum pidana yang sifatnya tersendiri, yaitu sama
dengan sifat hukum administrasi Negara.58
Tindak pidana ekonomi terbagi menjadi 2 kategori yakni kejahtaan
dan pelanggaran, namun dalam Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi terkadang menyimpang dari rumusan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana  (KUHP) yakni :
- Jenis kejahatan dan pelanggaran menurut pengertian
masing-masing peraturan perundangan yang bersangkutan,
maka aturan ini yang berlaku.
- Apabila peraturan perundangn yang bersangkutan tidak
memberikan ketentuan tersendiri, maka ditentukan secara
khusus bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
adalah kejahatan, sedangkan perbuatan yang dilakukan
tidak dengan sengaja adalah pelanggaran, sebagaimana
telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 7
Drt. Tahun 1955.
58Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana,
Radar Jaya Offset, Jakarta, hlm 102.
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- Menetapkan tersendiri jenis kejahatan tertentu, antara lain
seperti ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Drt tahun
1955.59
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi menerangkan bahwa:
Yang disebut tindak pidana ekonomi adalah:
1e Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan :
a. "Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948" ("Staatsblad"
1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan
"Staatsblad" 1949 No. 160;
b. "Prijsbeheersing-ordonnantie 1948" ("Staatsblad" 1948 No.
295);
c. "Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 "
(Lembaran Negara tahun 1953 No.4);
d. "Rijsterdonnantie 1948" ("Staatsblad" 1948 No. 253);
e. "Undang-undang Darurat kewajiban penggilingan padi"
(Lembaran Negara tahun 1952 No.33);
f. "Deviezen Ordonnantie 1940" ("Staatsblaad" 1940 No. 205).
2e. tindak-tindak pidana tersebut dalam pasal-pasal 26, 32 dan 33
undang-undang darurat ini;
3e. pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-
undang lain, sekadar undang-undang itu menyebut pelanggaran itu
sebagai tindak pidana ekonomi.
Untuk sementara penunjukan pelanggaran-pelanggaran itu sebagai
tindak pidana ekonomi dianggap cukup luas untuk mencapai maksud
Pemerintah tersebut di atas. Apabila dikemudian hari dipandang perlu
pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasarkan undang-
undang lain dikuasai oleh undang-undang darurat ini, maka hal itu
dapat dicapai dengan menyebut dalam undang-undang yang
bersangkutan, pelanggaran-pelanggaran itu sebagai tindak pidana
59 Ibid, hlm 107.
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ekonomi (pasal 1 sub 3e) atau dengan mencantumkan pasal-pasal
pidana yang bersangkutan dalam pasal 1 sub 2e.60
Sedikit tambahan bahwa Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan
Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 21 Tahun 1959 tentang
Memperberat Ancaman Hukuman Terhadap Tindak Pidana Ekonomi.
Adapun alasan perlunya memperberat ancaman pidana yang diatur
dalam UUTPE, karena sebagaimana yang telah dijelaskan dalam
Penjelasan Umum Perpu No. 21 Tahun 1959, adalah didasarkan pada
kenyataan di mana ancaman-ancaman hukuman terhadap tindak
pidana ekonomi (UUTPE), dirasakan masih sangat ringan bila
dibandingkan dengan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak
pidana ekonomi tersebut, yaitu berupa kekacauan ekonomi dalam
masyarakat.61 Sedangkan kebijakan Pemerintah pada waktu itu,
difokuskan pada kemakmuran rakyat, sehingga segala bentuk tindak
pidana ekonomi yang dilakukan, baik dengan sengaja maupun tidak
dengan sengaja, dapat menimbulkan kekacauan dibidang
perekonomian dalam masyarakat, harus dicegah atau setidak-
tidaknya dikurangi. Upaya untuk mengatasi permasalahan yang
tengah dihadapi itu, maka satu-satunya jalan yang harus dilakukan
adalah dengan memperberat ancaman pidana dalam UUTPE.62
60 Lihat penjelasan umum Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
61 M. Arief Amrullah,Menangulangi Tindak Pidana Ekonomi Melalui Sarana UUTPE, hlm 10.
62 Ibid.
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Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Udang-Undang
Nomor 21 Tahun 1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman
terhadap Tindak Pidana Ekonomi mengatur bagi Pelanggar dibidang
pidana ekonomi diancam hukuman penjara atau kurungan selama-
lamanya dan denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan,
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Dan Pasal 2
dalam peraturan tersebut melanjutkan apabila perbuatan tersebut
dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam
masyarakat maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau
hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara
selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali
jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut.
Untuk pembahasan lebih lanjut tentang tindak pidana ekonomi
seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7
Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi akan dibahas sebagai berikut :
A. Tindak Pidana Ekonomi menurut Pasal 1 Sub 1e
1. Ordonnantie Gecontroleerde Goederen 1948 ("Staatsblad"
1948 No. 144), sebagaimana diubah dan ditambah dengan
Staatsblad 1949 No. 160
Undang-Undang ini adalah tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang
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Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan. Hal- hal
yang berkaitan dengan barang-barang yang mendapat
pengawasan adalah barang apa saja yang dengan
penunjukkan dari pihak Pemerintah oleh karna barang tersebut
adalah barang yang dalam pengawasan Pemerintah baik itu
barang dari luar negeri maupun barang dari dalam negeri.
Hal tersebut disebutkan dalam dalam Pasal 1 huruf c
undang-undang ini sebagai berikut :
Barang-barang dalam pengawasan: Semua barang berupa
apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal
dari hasil produksi dalam negeri,yang dengan atau
berdasarkan Peraturan Pemerintah, ditunjuk sebagai
barang-barang dalam pengawasan Pemerintah.
Dalam penjelsan umum tentang Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang
Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan mengatakan;
Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden/Panglima Besar
Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. Instr. 2/Ko. T.O.E.
atas landasan Amanat Presiden tentang garis-garis besar
Ekonomi Nasional yang terpimpin tahun 1962 menjelang
pembebasan Irian Barat, maka dalam usaha untuk
mewujudkan suatu front ekonomi yang kuat, perlu dalam
bidang perdagangan diadakan konsentrasi daripada
beberapa macam aktivitet ditangan Penguasa, terutama
yang langsung menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.
Dalam hal ini penting sekali adanya penegasan wewenang
dalam bidang perdagangan, sesuai dengan maksud
diadakannya regrouping Kabinet Kerja dan disamping itu
peraturan daripada hal-hal yang berhubungan dengan
penerbitan dan pengawasan atas perdagangan barang-
barang yang dianggap esensiil dan penting bagi
penghidupan dan kehidupan ekonomi, dengan maksud
mengamankan barang-barang tersebut diatas untuk dapat
mewujudkan Indonesianisasi dan sosialisasi dilapangan
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perdagangan. Barang-barang penting ini perlu ditunjuk
sebagai barang-barang dalam pengawasan Pemerintah
Sampai sekarang ini masih berlaku beberapa Undang-
undang yang mengatur perdagangan barang ialah :
a. Undang-undang Krisis Ekspor 1933 (L.N. 1933 No. 353)
yang mengatur pengiriman barang-barang keluar negeri
dan antar pulau,
b. Undang-undang barang-barang dalam pengawasan
1948 (L.N. 1948 No. 144) yang mengatur penguasaan
barang-barang perlengkapan oleh Pemerintah,
c. Undang-undang Beras 1948 (L.N. 1948 No. 253) yang
mengatur persediaan dan peredaran beras,
d. Undang-undang No. 7/drt tahun 1952, sebagai perluasan
daripada Undang-undang Beras, yang mengatur
penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan.
e. Undang-undang Penimbunan Barang-barang 1951 yang
mengatur tentang penimbunan barang-barang.
Peraturan-peraturan tersebut diatas, yang sebagian
besar ditetapkan dalam zaman penjajahan, sudah tidak
sesuai lagi dengan keadaan dan iklim dewasa ini,
sehingga dianggap perlu untuk menariknya kembali.
2. Prijsbeheersing-ordonnantie 1948 (Staatsblad 1948 No.
295);
Prijsbeheersing-ordonnantie adalah tentang pengendalian
harga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 1962 tentang Pengendalian Harga.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9
tahun 1962 dilaksanakan lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 tahun 1962 ini. Tugas untuk
melaksanakan Peraturan ini diberikan kepada Menteri
Perdagangan, karena pengendalian harga sangat erat
hubungannya dengan perdagangan barang-barang yang
menjadi tugas pokok Menteri Perdagangan.
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Dalam mengatur pengendalian harga ini, apabila ada hal-hal
yang menyangkut bidang Departemen lain, Menteri
Perdagangan mendengar pendapat Menteri yang bersangkutan
dan jika perlu Menteri Perdagangan menyerahkan wewenang
yang menyangkut hal tersebut kepada Menteri yang
bersangkutan.
Dengan demikian tercapailah suatu koordinasi dalam
kebijaksanaan antar Departemen, yang menuju kepada
sinkronisasi dalam wewenang dan penetapan peraturan-
peraturan untuk menjamin pengendalian harga yang teratur
demi untuk menciptakan suasana sebaik-baiknya dalam
masyarakat perdagangan sebagai yang diharapkan.
3. Undang-Undang Penimbunan Barang-barang 1951
(Lembaran Negara tahun 1953 No.4);
Pada tahun 1953 Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun
1951 tentang Penimbunan Barang-Barang telah ditetapkan
menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang
Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 17 Tahun 1953
sebagai Undang-Undang. Hal tersebut telah disahkan pada
tanggal 7 Januari 1953 oleh Presiden Republik Indonesia.
Namun pada dasarnya tidak ada yang berubah dari isi pasal-
pasal tentang undang-undang tersebut.
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4. Rijsterdonnantie 1948 (Staatsblad 1948 No. 253)
Dewasa ini hal yang paling terkenal dalam ordonansi ini
adalah istilah Lumbung Desa pada Rijsterdonnantie 1948 atau
ordonansi beras 1948. Bahwa yang dimaksud dengan
Lumbung Desa menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pengertian Istilah
"Lumbung Desa" termaksud Dalam "Rijst-Ordonnantie 1948"
adalah Lumbung Desa" termaksud dalam pasal 2 ayat (4) Rijst-
Ordonnantie 1948" (Staatsblad 1948 Nomor 253) dimaksud
juga lumbung-lumbung yang diusahakan oleh petani-petani
untuk persediaan bahan makanan pada waktu paceklik, dan
untuk keperluan bibit bagi petani yang mengadakan lumbung
itu, di bawah pengawasan Kementerian Pertanian atau
Pemerintah Daerah Swatantra.
Sesuai dengan pikiran semula untuk membangun kembali
badan perkreditan didesa dalam bentuk koperatif, sebagai
pengganti Bank Desa dan Lumbung Desa yang dalam
kenyataan praktek pada waktu sekarang paktis dipandang
kurang cepat jalannya, di lain pihak mengingat kenyataan-
kenyataan adanya usaha-usaha pembentukan modal yang
makin meluas dikalangan masyarakat pedusunan/tani yang
diselenggarakan dalam bentuk usaha-usaha perlumbungan
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secara gotong-royong/koperatif, sebagai perwujudan kearah
swadaya rakyat dalam lapangan sosial-ekonomi dan produksi.63
5. Undang-undang Darurat Kewajiban Penggilingan Padi
(Lembaran Negara tahun 1952 No.33);
Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952
tentang Kewajiban Penggilingan Padi Dan Perdagangan Bahan
Makanan, pengertian penggilingan adalah pemilik dan/atau
pengurus perusahaan-perusahaan padi atau gabungan
penggilingan padi. Undang-undang ini dibentuk karena
keadaan yang mendesak dalam masanya mengingat undang-
undang ini juga dibuat pada tahun 1952. Bahwa kebanyakan
dalam undang-undang darurat adalah aturan lama yang
terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sekarang.
6. Deviezen Ordonnantie 1940 (Staatsblaad 1940 No. 205).
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tenang
Peraturan Lalu-Lintas Devisa, yang dimaksud dengan devisa
adalah saldo bank dalam valuta asing yang mempunyai catatan
kurs resmi dari Bank Indonesia serta valuta asing lainnya yang
tidak termasuk uang logam, yang mempunyai catatan kurs dari
Bank Indonesia.
63 Lihat penjelasan Peraturan Pemerintah Noor 11 Tahun 1959 tentang Pengertian Istilah
"Lumbung Desa" termaksud Dalam "Rijst-Ordonnantie 1948"
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Namun perlu menjadi catatan bahwa tentang Devizen
Ordonnantie telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang
Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa.
Dan mengenai hal tersebut dapat dilihat bahwa antara kedua
aturan tersebut sangatlah berbeda jauh. Keduanya mengatur
materi yang sama yaitu tentang devisa, tetapi dari sorotan yang
berbeda sama sekali, terutama pada sistem pidananya.64
Sistem yang dianut pada undang-undang devisa yang baru
ini mengenai pemindaan berlainan sekali dengan sistem yang
dikenal dalam Devizen Ordonnantie 1940.
Dalam sistem lama dianut bahwa semua perbuatan yang
bertentangan dengan Devizen Ordonnantie dapat dipidana.
Sedang yang dianut sekarang (Undang-Undang Devisa) ialah
perumusan yang seksama dan khusus mengenai perbuatan
apa yang dapat dipidana dan apa yang tidak, perbuatan apa
yang termasuk delik, dan perbuatan apa yang merupakan
pelanggaran administratif.65
Undang-undang Devisa mempunyai sanksi-sanksi pidana
diantaranya ialah sanksi administratif dan sanksi yang berupa
pidana yang diklarifikasikan sebagai kejahatan atau
pelanggaran.66
64 Andi Hamzah, 1996, Hukum Pidana Ekonomi, Erlangga, Jakarta, hlm 78.
65 Ibid, hlm 79.
66 Ibid, hlm 75.
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Sanksi administratif terbagi lagi menjadi denda administratif
dan pidana administratif menurut ketentuan biro mengingat
petunjuk-petunjuk dewan.67
B. Tindak Pidana Ekonomi menurut Pasal 1 Sub 2e
Tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 1 sub 2e adalah
terdapat pada pasal 26,32 dan 33 berturut-turut berbunyi :
Pasal 26
dengan sengaja tidak memenuhi tuntutan pegawai pengusut,
berdasarkan suatu aturan dari undang-undang darurat ini
adalah tindak pidana ekonomi.
Pasal 32
Barangsiapa sengaja berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
bertentangan dengan suatu hukuman tambahan sebagai
tercantum dalam pasal 7 ayat 1 sub a, b atau e, dengan suatu
tindakan tata tertib seperti tercantum dalam pasal 8, dengan
suatu peraturan seperti termaksud dalam pasal 10, atau
dengan suatu tindakan tata tertib sementara, atau menghindari
hukuman tambahan, tindakan tata tertib, peraturan, tindakan
tata tertib sementara seperti tersebut di atas, maka ia
melakukan suatu tindak pidana ekonomi.
Pasal 33
Barangsiapa sengaja, baik sendiri maupun dengan perantaraan
seorang lain, menarik bagianbagian kekayaan untuk
dihindarkan dari tagihan-tagihan atau pelaksanaan suatu
hukuman, tindakan tata tertib atau tindakan tata tertib
sementara, yang dijatuhkan berdasar undang-undang darurat
itu, maka ia melakukan suatu tindak pidana ekonomi.
67 Ibid.
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C. Tindak Pidana Ekonomi menurut Pasal 1 Sub 3e
“Pelanggaran sesuatu ketentuan dalam atau berdasar undang-
undang lain sekedar undang-undang itu menyebut pelenggaran
itu sebagai tindak pidana ekonomi”.68
Bahwa jelas terlihat, selain disebutkannya dalam undang-
undang tindak pidana ekonomi, tindak pidana ekonomi lainnya
terdapat juga diperaturan perundang-undangan seperti Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 yahun 1962
tentang Pengadaan Barang-Barang dalam Pengawasan. Disitu
dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) pelanggaran-pelanggaran atas
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannnya
adalah tindak pidana ekonomi.
Namun kadang kala perbuatan-perbuatan yang diuraikan
sebagai perbuatan tindak pidana ekonomi dalam arti sempit
penentuannya tergantung pada politik pemerintah, yang
menyebabkan dapatnya berubah-ubah sesuai perkembangan
yang terjadi secara Nasional maupun Internasional sehingga wajar
apabila peraturan-peraturan dibidang ekonomi sering berubah dan
sulit untuk mengidentifikasi peraturan-peraturan mana yang masih
berlaku atau peraturan mana yang sudah tidak berlaku
68 Pasal 1 Sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan
dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
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2. Pengadaan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh
Pemerintah
Pupuk adalah salah satu bagian terpenting dalam peningkatan
kualitas tanah, hal ini sangat berguna dan dibutuhkan oleh
sekelompok Petani untuk menyuburkan tanah mereka untuk hasil
panen yang lebih baik.
Pupuk juga telah diproduksi oleh perusahaan yang dimiliki oleh
Pemerintah. Pusat perusahaan Pupuk di Indonesia bernama PT.
Pupuk Indonesia (Persero), yang membawahi PT. Pupuk Sriwijaya
Palembang, PT. Petrokima Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT.
Pupuk Kujang, dan PT Pupuk Iskandar Muda yang juga memproduksi
pupuk organik dan anorganik.
PT Pupuk Indonesia (Persero) merupakan produsen pupuk
terbesar di Asia dengan total aset pada tahun 2015 sebesar Rp. 93,13
triliun dan total kapasitas produksi pupuk mencapai 12,6 juta ton per-
tahun.69
Pada tahun 2016, sesuai Undang Undang Nomor 14 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden
Nomor 137 tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah diamanatkan program
pengelolaan subsidi pupuk. Sebagai tindaklanjut terhadap
kebijakan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016.70
69 Kementerian/BUMN.htm
70 Anonim, 2016, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016.
Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Jakarta, hlm 2-3.
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Jadi pada dasarnya Pupuk Bersubsidi telah diatur pada tahun 2015
untuk tahun anggaran 2016. Pupuk Bersubsidi merupakan barang
awasan Pemerintah. Menteri telah menugaskan PT. Pupuk Indonesia
untuk memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri dengan
melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang
diperuntukkan bagi kelompok Tani atau Petani. Bahwa PT. Pupuk
Indonesia (persero) juga dapat menetapkan produsen sebagai
pelaksana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi ditingkat
Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu.71
Bahwa yang di maksud dengan barang-barang dalam pengawasan
oleh Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 Tentang
Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan adalah “semua
barang berupa apapun, baik yang berasal dari impor maupun yang
berasal dari produksi dalam negeri, yang dengan atau berdasarkan
Peraturan Pemerintah, ditunjuk sebagai barang-barang dalam
pengawasan Pemerintah”.
Penetapan barang pengawasan Pupuk Bersubsidi telah diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentnag Penetapan
Pupuk Bersubsdi sebagai Barang dalam Pengawasan. Salah satu
bentuk pengawasannya adalah tentang peredaran dan penyaluran
71 Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/103
tenang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
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barang tersebut. Termasuk halnya dengan Pupuk Bersubsidi yang
peredaran dan penyalurannya tetap diawasi oleh Pemerintah.
Hal-hal yang menegnai Pengawasan penyaluran dan peredaran
Pupuk Bersubsidi mencakup 6 Prinsip yakni jenis pupuk, jumlah,
mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi Pupuk
Bersubsidi serta waktu pengadaan dan penyaluran. Hal itu sejalan
yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15.M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian disetiap wilayah
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian, Peraturan Gubernur
dan Peraturan Bupati/Walikota. Namun sebelum membahas lebih jauh
tentang peredaran pupuk bersubsidi pada wilayah, kita harus
mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis pupuk yang disubsidi oleh
Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Pupuk yang
disubsidi oleh Pemerintah menurut undang-undang adalah Pupuk
Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK, dan pupuk organik. Dari
data yang diperoleh dari Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana
Pertanian Kementerian Pertanian menjelaskan tentang alokasi
kebutuhan pupuk bersubsidi sektor pertanian Tahun Anggaran 2016
adalah sekitar 9.550.000 ton.72 Kebutuhan pupuk yang sangat
72 Anonim, 2016, Pedoman Pelaksanaan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016.
Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Jakarta, hlm 28.
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terbatas ini harus dimanfaatkan dengan penyaluran pemerataan yang
baik.
Pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsdi telah ditetapkan
sesuai daerah edarnya yang ditetapkan sesuai wilayah edarnya
masing-masing.
Menurut peraturan perundang-undangan Produsen dapat
menetapkan/menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran
Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggungjawab ditingkat
Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa tertentu.
Sedangkan Distributor juga dapat menunjuk Pengecer berdasarkan
persetujuan Produsen dalam wilayah tanggungjawab ditingkat
Kecamatan/Desa tertentu.
Karena terbatasnya alokasi pupuk bersubsidi yang tersedia. Maka
pengalokasian pupuk bersubsidi oleh Gubernur harus dilakukan
secara optimal dengan memperhatikan asas prioritas berdasarkan
lokasi, jenis, jumlah, dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi
prioritas masing-masing Kabupaten/Kota.
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B. Penerapan Hukum Pidana dan Pertimbangan Hakim dalam
Menjatuhkan Putusan dalam Perkara Pidana Nomor
158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs
1. Posisi Kasus
Berikut adalah posisi kasus Terdakwa Hamzah HW, Bin Abd.
Wahab dalam perkara tindak pidana ekonomi terhadap penyaluran
Pupuk Bersubsidi diluar peruntukkannya, yang Penulis rangkum
berdasarkan wawancara salah satu Hakim dengan merujuk pada fakta
di persidangan.
 Bahwa Terdakwa Hamzah HW Bin Abd. Wahab adalah
Pengecer resmi yang ditunjuk oleh Distributor PT. Gresik
Cipta Sejahtera berdasarkan perjanjian Nomor :
1365.01/I/TU.04.06/GCS.09/DR/2016 tentang jual beli Pupuk
Bersubsidi tertanggal 01 Januari 2016, dengan persetujuan
Produsen PT Petrokimia Gresik berdasarkan Surat
Penunjukkan Nomor 3874.01/12/SA.02.02/GCS.09/DR/2015
tertanggal 31 Desember 2015.
 Bahwa kios UD Hamzah bertempat di Dusun Kanjitongan
Desa Mattiro Tasi Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros.
 Bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 pada pukul 11.00 wita
Terdakwa Hamzah HW Bin Abd. Wahab  menerima telepon
dari Amar Bin Dolla.
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 Bahwa Amar Bin Dolla menanyakan kepada Terdakwa
Hamzah HW Bin Abd. Wahab tentang apakah Terdakwa
Hamzah HW Bin Abd. Wahab mempunyai pupuk jenis NPK
Phonska, kemudian dijawab oleh Terdakwa Hamzah HW Bin
Abd. Wahab bahwa Terdakwa mempunyai pupuk jenis NPK
Phonska.
 Kemudian masih pada tanggal 23 Februari 2016 pada pukul
15.00 wita, Amar Bin Dolla datang ke kios UD Hamzah untuk
membeli pupuk jenis NPK Phonska kepada Terdakwa.
 Bahwa Terdakwa Hamzah HW Bin Abd. Wahab dengan
Amar Bin Dolla tidak mempunyai kerjasama apapun dalam
penyaluran Pupuk Bersubsidi.
 Bahwa Amar Bin Dolla dan Terdakwa Hamzah HW Bin Abd.
Wahab melakukan jual beli Pupuk bersubsidi jenis NPK
Phonska sebesar 40 (empat piluh) zak yang  berukuran 50
(lima puluh) kg per zak dengan harga Rp.114.000,- (seratus
empat belas ribu rupiah) per zak.
 Kemudian Terdakwa Hamzah HW Bin Abd. Wahab bersama
Amar Bin Dolla mengangkut pupuk tersebut ke mobil merk
Daihatsu warna Hitam Nomor Polisi DD 8344 DA yang
dikemudikan oleh Amar Bin Dolla.
 Bahwa Amar Bin Dolla bukanlah Pengecer resmi yang
ditunjuk oleh Distributor Pupuk Bersubsidi.
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 Bahwa Terdakwa Hamzah HW Bin Abd. Wahab tidak
mempunyai kontrak kerjasama apapun dengan Amar Bin
Dolla dalam hal penyaluran Pupuk Bersubsidi.
 Bahwa Amar Bin Dolla bukan Petan atau wargai dalam
wilayah Kecamatan Maros Baru, melainkan Amar Bin Dolla
adalah warga Kecamatan Camba.
 Bahwa Terdakwa Hamzah HW Bin Abd. Wahab mengetahui
bahwa Pupuk yang di jual kepada Amar Bin Dolla akan
diedarkan pada wilayah Kecamatan Camba yang dalam hal
ini bukan wewenang daerah penyaluran Terdakwa Hamzah
HW Bin Abd. Wahab.
 Bahwa wilayah tanggungjawab Terdakwa Hamzah HW Bin
Abd. Wahab terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi adalah
Keamatan Maros Baru Kabupaten Maros khususnya Desa
Mattiro Tasi, Kelurahan Majannang, Desa Borimasunggu
dan Kelurahan Pallantikang.
 Bahwa Terdakwa Hamzah HW Bin Abd. Wahab telah
melakukan jual beli Pupuk Bersubsidi diluar wilayah
tanggungjawabnya lebih dari sekali.
2. Dakwaan Penuntut Umum
Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Pengadilan
Negeri Maros adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, berikut
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adalah kutipan dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Agustus 2016
dengan Nomor Register Perkara PDM-63/Mrs/Euh.2/07/2016:
Bahwa ia terdakwa Hamzah HW, SE bin Abd H.Abd. Wahab pada
hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam 15.00 wita atau
setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari tahun
2016 bertempat di kios UD Hamzah di Dusun Kanjitongan Desa
Mattiro Tasi Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros atau
setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara ini, memperjualbelikan pupuk
bersubsidi diluar peruntukkannya dan/atau diluar wilayah
tanggungjawabnya, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan degan
cara-cara antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar jam
15.00 wita terdakwa Hamzah HW, SE Bin H.Abd.Wahab
melakukan penjualan 40 (empat puluh) zak pupuk NPK
PHONSKA dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per zak yang
merupakan pupuk bersubsidi dengan harga sebesar
Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) per zak kepada
sdr Amar Bin Dolla (berkasnya diajukan dalam penuntutan
terpisah) yang sebelumnya sekitar jam 11.30 wita sdr Amar Bin
Dolla menghubungi terdakwa Hamzah HW H.Abd. Wahab
melalui telepon sambil berkata “ada PHONSKA Bos??!!” yang
dijawab oleh terdakwa Hamzah HW, SE bin Abd H.Abd. Wahab
“adaji !! datangmeki!!”. Kemudian sdr Amar Bin Dolla menuju kios
UD Hamzah yang terletak di Dusun Kanjitongan Desa Mattiro
Tasi Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros dengan
menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up mek Daihatsu warna
hitam dengan No Pol DD 8344 DA. Setelah tiba di kios UD
Hamzah, terdakwa Hamzah HW, SE bin Abd H.Abd. Wahab dan
sdr Amar Bin Dolla bersama-sama mengisi mobil yang
dikemudikan sdr. Amar Bin Dolla dengan 40 (empat puluh) zak
NPK Phonska dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per zak dengan
kesepakatan harga Rp.114.000,- (seratus empat belas ribu
rupiah) per zak. Akan tetapi sdr. Amar Bin Dolla belum
menyerahkan uang pembelian pupuk dengan total sebesar
Rp.4.560.000,- (empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
sehubungan dengan sdr. Amar Bin Dolla juga belum menerima
pembayaran pupuk yang dipesan tersebut.
- Bahwa terdakwa Hamzah HW H.Abd. Wahabyang secara tanpa
izin melakukan penjualan 40 (empat puluh) zak pupuk NPK
PHONSKA dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per zak kepada
sdr. Amar Bin Dolla dengan kesepakatan harga sebesar
Rp.114.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah) per zak yang
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merupakan pupuk bersubsidi yang termasuk jenis barang yang
diawasi dalam penyaluran dan penjualannya.
Perbuatan terdakwa Hamzah HW, SE bin Abd H.Abd. Wahab
tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 6
ayat (1) huruf a dan huruf d jo Pasal 1 Sub 1e huruf a dan sub 3e
Undang-Undang Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Pengusutan,
Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi Subs Pasal 4
huruf a Jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Pengganti UU No. 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-
barang dalam Pengawasan Jo Pasal 2 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3)
dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI No. 15 Tahun 2011 Tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 tahun 2005 Tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan
Subs Pasal 30 Ayat (2) dan Ayat (3) jo Pasal 21 Ayat (1), Ayat (2),
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013
Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
sektor pertanian.
3. Tuntutan Penuntut Umum
Stelah agenda pembuktian, Penuntut Umum wajib mempersiapkan
tuntutannya dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di
persidangan berikut adalah kutipan amar tuntutan Penuntut Umum
yang telah dibacakan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara Terdakwa Hamzah HW Bin H. Abd, Wahab Pada
Pengadilan Negeri Maros :
1. Menyatakan terdakwa Hamzah HW SE Bin H.Abd. Wahab
terbukti bersalah melakukan tindak pidana “memperjualbelikan
pupuk bersubsidi diluar peruntukkannya dan/atau diluar wilayah
tanggungjawabnya” sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a dan huruf d jo Pasal 1 Sub 1e huruf a dan sub 3e
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
jo Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-
barang dalam Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam
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Pengawasan jo Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 21 ayat
(1), ayat (2), Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia
Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian seperti
yang telah kami uraikan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamzah HW SE Bin
H.Abd. Wahab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2
(dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan perintah supaya
terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unt mobil pick up Daihatsu warna hitam dengan No Pol
DD 8344 DA dan 40 (empat puluh) zak pupuk NPK PHONSKA
dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per zak masing-masing
digunakan dalam prkara lain atas nama terdakwa Amar Bin
Dolla.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
4. Pertimbagan Hukum Hakim
Berikut adalah studi kasus Putusan Nomor
158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs  yang Penulis angkat mengenai tindak
pidana ekonomi terhadap wilayah edar Pupuk Bersubsidi.
Hakim dalam menjatuhkan Putusan harus berdasarkan fakta-fakta
yang ada di persidangan, bahwa Majelis Hakim dalam perkara Nomr
158/Pid.Sus/2016/PN.Mrs mempertimbangkan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan
perbuatan sebagaimana didakwakan telah melakukan perbuatan
sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut
Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg: PDM-
63/Mrs/Euh.2/07/2016 yaitu :
Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf d jo Pasal 1 Sub 1e huruf a dan
sub 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang
Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo
Pasal 4 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 8 tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam
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Pengawasan jo Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 77 tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan jo Pasal 30
ayat (2) dan ayat (3) jo Pasal 21 ayat (1), ayat (2), Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
Menimang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di
atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari
dakwaan tersebut yaitu sebagai berikut :
1. Barang Siapa;
2. Memperjual belikan pupuk bersubsidi;
3. Diluar peruntukkannya dan/atau diluar wilayah tanggung
jawabnya;
1. Unsur Barang Siapa
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa
menurut ketentuan undang-undang adalah Subyek Hukum atau
orang Pendukung Hak dan Kewajiban yang padanya dapat diminta
pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;
Menimbang bahwa dimuka persidangan dihadapkan seorang
Terdakwa yang mengaku bernama Hamzah HW, SE Bin H.Abd.
Wahab dan membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang
termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga orang
yang diajukan ke persidangan tidak terjadi kesalahan terhadap
orang (error in persona);
Menimang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu
menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga
Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat Jasani dan
Rohaninya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
maka unsur Barangsiapa dinyatakan telah terpenuhi;
2. Unsur memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor; 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian pada Pasal 1
angka ke-1 bahwa yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi
adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan
penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerntah untuk kebutuhan
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kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk
Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis pupuk
bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang pertanian;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap
dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016
sekitar pukul 11,30 wita ertempat di Dusun Kanjitongan Desa
Mattiro Tasi Kec. Maros Baru Kabupaten Maros, terdakwa
mendapat telepon dari lk. Amar yang menanyakan apakah
terdakwa mempunyai pupuk jenis NPK PHONSKA dan kemudian
terdakwa menjawab dengan mengatakan bahwa terdakwa
mempunyai pupuk jenis NPK PHONSKA serta menyuruh lk. Amar
datang ke kios terdakwa yang bernama UD. HAMZAH untuk
mengambil pupuk tersebut, selanjutnya pada pukul 15.00 wita lk.
Amar datang dengan menggunakan mobil pick up merk Daihatsu
warna hitam dengan No Pol DD 8344 DA untuk melakukan
pembelian pupuk dari terdakwa serta megangkut pupuk bersubsidi
jenis NPK PHONSKA seharga Rp. 114.000,- (seratus empat belas
ribu rupiah) per zak sebanyak 40 (empat puluh) zak dengan ukuran
50 (lima puluh) kg per zak;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka ke-9 Peraturan
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-
DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian bahwa Pengecer adalah
Perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk
badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di
Kecamatandan/atau Desa yang ditunjuk oleh Distributor
berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan
pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung
hanya kepada kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung
jawabnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidnagan terdakwa
selaku pemilik UD. HAMZAH merupakan pengecer resmi pupuk
bersubsidi yang telah memiliki surat penunjukkan pengecer resmi
pupuk bersubsidi produksi PT. PETROKIMIA GRESIK dari
Distributor PT. GRESIK CIPTA SEJAHTERA dimana dalam hal ni
terdakwa selaku pengecer resmi pupuk bersubsidi yang
diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/Petani, namun
kenyataannya justru terdakwa melakukan penjualan pupuk
bersubsidi jenis NPK PHONSKA tersebut kepada lk. Amar dengan
harga Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dengan
ukuran 50 (lima puluh) kg per zak sebanyak 40 (empat puluh) zak
dan tidak menyalurkannya kepada kelompok tani, dimana dalam
Pasal 20 angka ke- 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan
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Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menyatakan
bahwa pengecer wajib menjual pupuk bersubsdi kepada petani
dan/atau kelompok tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK
(Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) dengan harga tidak
melebihi HET (Harga Eceran Tertinggi) yaitu harga tertinggi pupuk
bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg di Lini IV yang
dibel secara tunai oleh kelmpok tani dan/atau petani sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang pertanian;
Menimbang, bahwa terhadap unsur memperjual belikan pupuk
bersubsidi Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah
terpenuhi pula;
3. Unsur diluar peruntukkannya dan/atau diluar wilayah
tanggungjawabnya
Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian Pasal 1 angka ke-13 yang dimaksud dengan wilayah
tanggungjawab adalah wilayah pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi kepada kelompok tani dan/atau petani mulai dari lini I,
lini II, lini III, sampai dengan lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk
Indonesia (Persero);
Berdasarkan Pasal 1 angka ke-7- 18- 19- 20 bahwa yang dimaksud
dengan Lini I adalah lokasi gudang pupuk diwilayah pabrik
produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor, Lini
II adalah lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan
unit pengantongan pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan,
Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor
diwilayah kabupaten/kota yang ditunjukatau ditetapkan oleh
produsen sedang Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer
diwilayah kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan
oleh Distriutor;
Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari
Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar pukul 11.00 wita lk. Amar
menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan
apakah terdakwa mempunyai pupuk jenis NPK PHONSKA yang
kemudian dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa mempunyai
pupuk NPK Phonska dan menyuruh lk. Amar datang kerumah atau
ke kios milik terdakwa dengan menggunakan mobil pick up merk
Daihatsu warna hitam dengan No Pol DD 8344 DA selanjutnya lk.
Amar yang dibantu oleh terdakwa menaikkan pupuk tersebut ke
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atas mobil lk. Amar sebanyak 40 (empat puluh) zak dengan ukuran
50 (lima puluh) kg per zak dan lk. Amar membelinya dari terdakwa
dengan harga Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) dan
akan dijual kembali oleh lk. Amar seharga Rp. 120.000,- (seratus
dua puluh ribu rupiah), lalu setelah semua pupuk selesai dinaikkan
kemudian lk. Amar berangkat menuju ke Kecamatan Camba
Kabupaten Maros untuk membawa pupuk tersebut namun ketika
dalam perjalanan lk. Amar menerima telepon dari puang Serang di
Kabupaten Pangkep yang menanyakan apakah lk. Amar
mempunyai pupuk NPK PHONSKA yang langsung dijawab oleh lk.
Amar bahwa lk. Amar sedang membawa pupuk NPK PHONSKA
akan tetapi akan diantar ke Kecamatan Camba dan saat itu Puang
Serang megatakan supaya pupuk tersebut diantarkan ke
Kabupaten Pangkep sehingga saat itu lk. Amar langsung menuju
ke arah Kabupaten Pangkep dan saat perjalanan ke Pangkep lk.
Amar yang mengangkut pupuk bersubsidi NPK PHONSKA
dihentikan oleh petugas kepolisian dan didapatkan pupuk
bersubsidi jenis NPK PHONSKA sebanyak 40 (empat puluh) zak
dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per zak di atas mobil milik lk.
Amar;
Bahwa adapun perjanjian jual beli pupuk bersubsidi antara
distributor PT. GCS (Gresik Cipta Sejahtera) dengan UD. Hamzah
milik terdakwa tentang wilayah tanggungjawab pengecer resmi
tahun 2016 UD. Hamzah yaitu pada wilayah Kecamatan Maros
Baru terkhusus Desa/ Kelurahan Mattirotasi, Majanang,
Borimasunggu dan Pallantikang, sehingga dengan demikian Majelis
Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur tersebut di atas telah
terpenuhi pula;
Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf a
dan huruf d jo Pasal 1 Sub 1e huruf a dan sub 3e Undang-Undang
Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 4 huruf a Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1962
tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan jo Pasal
2 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Presiden Nomor
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Barang dalam Pengawasan jo Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) jo
Pasal 21 ayat (1), ayat (2), Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor: 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi,
maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
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Menimbang, bahwa oleh karena selama persidanagan tidak
ditemukan alasan yang dapat meghapus sifat tindak pidana pada
diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka
terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal
dengan perbuatannya tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu
bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas
tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193
KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan maka
Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh
Penuntut Umum dipersidangan berupa :
- 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu warna hitam
dengan No Pol DD 8344 DA dan 40 (empat puluh) zak pupuk
NPK PHONSKA dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per zak,
dan mengenai status serta penempatannya akan disebutkan
dalam amar putusan perkara ini;
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana
berdasarkan pasal 222 KUHAP maka kepadanya dibebani pula
untuk membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa meskipun terdakwa dinyatakan bersalah
namun mengingat sifat pemidanaan bukanlah suatu hal yang
bersifat balas dendam sehingga putusan yang dijatuhkan kepada
terdakwa sedapat mungkin dapat merubah sikapnya dikemudian
hari;
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa,
maka perlu mempertimbangkan terebih dahulu keadaan-keadaan
yang membertakan dan keadaan-keadaan yang meringankan;
Hal-hal yang memberatkan:
- Perbuatan terdakwa merusak program pemerintah tentang
tataniaga pupuk bersubsidi
Hal hal yang meringankan:
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sopan di persidanagan;
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5. Amar Putusan
Setelah Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Maros
mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim
memutus perkara ini, berikut kutipan amar putsnnya:
Mengadili :
1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH HW SE Bin H.ABD. WAHAB,
telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana “memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar
peruntukkannya” ;
2. Menjatuhkan Terdakwa HAMZAH HW SE Bin H.ABD.
WAHAB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1
(satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar
Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila pidana denda tidak
dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu)
bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
i. 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu warna hitam dengan No
Pol DD 8344 DA  dan 40 (empat puluh) zak Pupuk NPK
PHONSKA dengan ukuran 50 (lima puluh) kg per zak,
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);
6. Analisis Penulis
Ubi Soceitas ibi ius dimana ada masyarakat disitu ada hukum,
hukum adalah aturan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan
seseorang dalam mengatur kehidupan ini. Hukum mengatur makhluk
dari dia hidup sampainya dia meninggal. Tak terlepas dari bidang
perekonomian, berbicara tentang ekonomi adalah hal yang selalu
dibicarakan setiap hariya untuk menjaga kestabilannya, bahkan tak
jarang pula banyak yang terlibat dalam kejahatan dibidang
perekonomian.
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Dalam resolusi lainnya dikemukakan bahwa salah satu faktor dari
timbulnya kejahatan, faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi
“Economic factor played a major or oven predominant role”.73 Bahkan
perhatian dunia Internasional terhadap masalah kejahatan ekonomi
adalah hal yang wajar, mengingat pergaulan hidup antar Bangsa tidak
lagi dibatas oleh wilayah Negara masing-masing yang berjauhan,
perdagangan/perniagaan atau yang lainnya yang masih dalam lingkup
kegiatan perekonomian yang sudah menjadi tatanan kehidupan yang
biasa dilakukan. Oleh karena itu kejahatan ekonomi tak mengenal
batas-batas territorial.74
Berbicara tentang perekonomian, tak lazm apabila kitak tidak
mengetahui aturannya, terutama dalam hukum pidana, seperti juga
dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, hukum pidana bersifat
larangan atau perintah seperti halnya pendapat Simons yang
mengatakan Hukum Pidana adalah larangan dan perintah yang
diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestapa
(pidana) barang siapa yang tidak menjalankan kesemuaan aturan yang
menentukan syarat-syarat maka akan dijatuhi pidana.75 Hukum pidana
memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakuknya
norma-norma hukum yang ada.
Dan ketika seseorang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi
pidana, sebagaimana yang telah diancam, ini tergantung dari soal
73 Edi Setiadi, Rena Yulia, 2010, Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 23.
74 Ibid.
75 Moeljanto, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 9.
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apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mengandung
unsur kesalahan. Karena dalam hukum pidana mengandung asas
Geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan). Apakah
orang tersebut adalah orang yang mempunyai niat dalamnya untuk
melakukan suatu tindak pidana, hal-hal tersebut juga seharusnya
dipertimbangkan.
Kembali berbicra tentang perekonomin di Indonesia, peraturan
perekonomian menjadi hal yang sensitif, karena sebelum reformasi,
perekonomian Indonesia dikendalikan oleh pemerintahan pusat. Aturan
ini biasa disebut dengan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana
Ekonomi (UUTPE). Sebelum reformasi undang-undang darurat ini
sangat penting untuk menstabilkan roda perekonomi Indonesia.
Namun setelah reformasi undang-undang darurat ini yang dulunya
mengatur perekonomian telah diperbaharui menjadi lebih khusus lagi,
walaupun undang-undang darurat belum sepenuhnya dicabut sampai
saat ini.
Pada Pasal 40 Undang-Undang darurat Nomor 7 Tahun 1955
tentang Pengusutan, Penuntutan dan Perdadilan Tindak Pidana
Ekonomi mengatakan “ sekedar undang-undang darurat ini tidak
menentukan lain, maka Pengadilan ekonomi dalam mengadili perkara
pidana ekonomi berpedoman kepada hukum acara pidana yang berlaku
bagi Pengadilan Negeri”.
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Dalam menjalankan aturan, kita berbicara soal hukum formil
(hukum acara). Di Indonesia Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah
hukum formil yang digunakan bagi penegak hukum.
Berbicara tentang pembuktian, Pasal 184 ayat (1) KUHAP akan






Dalam proses persidangan alat bukti sangat penting diajukan dan
dihadirkan untuk proses pembuktian. Lagipula Hakim dalam hal ini yang
berwenang memeriksa dan memutus perkara juga mempertimbangkan
fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan mempertimbangkan
Keterangan Saksi-saksi, Keterangan ahli, dan Keterangan Terdakwa
sebagai pertimbangan analisa yuridis.
Dalam memutus perkara Hakim juga harus sesuai dengan irah-irah
atau asas dalam putusannya yang selalu diawali dengan “Demi
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” keadilan bagi setiap
orang sifatnya subjektif, oleh karena itu pembuktian dalam persidangan
juga dapat berpengaruh dalam menegakkan keadilan dalam proses
persidangan.
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Namun sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita seharusnya
mengenal lebih dahulu tentang hierarki undang-undang. Karena dalam
kasus ini terdapat banyak perundang-undangan dipakai.
Hierarki maksudnya peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.
Sebelum menuju pada poin utama Tata Urutan Perundang-
undangan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, tak ada
salahnya kita juga mengetahui perubahan-perubahan yang telah terjadi
sebelumnya. Berikut merupakan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan Indonesia di masa sebelumnya.
Tata perundang-undangan diatur dalam :
1. Tap MPRS NO. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR
mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata
urutan perundang-undangan Republik Indonesia.
Urutannya yaitu :






6) Peraturan Pelaksana yang terdiri dari : Peraturan Menteri
dan Instruksi Menteri.
Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.
2. Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata
Urutan Peraturan Undang-Undang.
Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, tata urutan peraturan
perundang-undangan RI yaitu :
1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Tap MPR;
3) Undang-Undang;




Ketentuan dalam Tap MPR ini sudah tidak berlaku.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai
berikut :






Ketentuan dalam Undang-Undang ini sudah tidak berlaku.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, jenis dan
hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia
adalah sebagai berikut :




5) Peraturan Daerah Provinsi;
6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Ketentuan ini masih berlaku hingga sekarang
Dalm Pasal 8 undang-undang ini juga melanjutkan :
Pasal 8
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur,
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,
Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.76
Terdakwa Hamzah adalah salah satu pengusaha yang bergerak
dalam bidang pertanian lebih tepatnya adalah Pengecer Pupuk
Bersubmsidi.
Dalam pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur “barang siapa”
seharusnya mempertimbangkan dan menambahkan untuk
menerangkan bahwa Terdakwa Hamzah adalah seorang pengecer
Pupuk Bersubsidi resmi hal ini dapat dilihat dalam keterangan
Terdakwa yang mengatakan:
 Bahwa adapun UD. Hamzah telah ditunjuk selaku pengecer
resmi pupuk bersubsidi yang diproduksi oleh PT. Petrokimia
Gresik berdasarkan Surat Penunjukkan  Nomor :
3874.01/12/SA.02.02/GCS.09/DR/2015 tertanggal 31
Desember 2015 dan berdasarkan perjanjian antara PT.
Gresik Cipta Sejahtera dengan UD. Hamzah tentang jual beli
pupuk bersubsidi Nomor : 1365.01/ I
/TU.04.06/GCS.09/DR/2016 tertanggal 01 Januari 2016.
Karena penting mengetahui bahwa seseorang itu adalah Pengecer
resmi yang ditunjuk oleh Distributor dengan persetujuan Produsen
Pupuk Bersubsidi yang juga membuktikan bahwa Terdakwa adalah
mampu bertanggungjawab sebagai Pengecer, hal ini telah diaur dalam
Pasal 5 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013
76 Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundng-undangan.
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tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian, agar tidak terjadi error in persona dalam persidangan.
Mengenai unsur “memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi”. Pupuk
yang dimaksud dalam perkara ini adalah pupuk jenis NPK Phonska,
yang dalam pertimbangan Majelis Hakim bahwa pupuk jenis NPK
Phonska adalah Pupuk Bersubsidi, pupuk yang diperuntukkan
kelompok tani/Petani hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka ke-1
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Dan ketika kita melihat kembali fakta dipersidangan, Terdakwa
Hamzah telah memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi jenis NPK Phonska
pada Hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 sekitar Pukul 11.30 Wita
kepada lk. Amar. Hal ini sesuai dengan Keterangan Terdakwa serta
Keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan seperti:
a. Keterangan Saksi Aenal Darwis Bin Muhammad Darwis
 Bahwa adapun jenis Pupuk Bersubsidi yang telah Saksi
selaku Distributor kepada UD Hamzah yang telah Saksi
tunjuk selaku Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi meliputi ZA,
Pupuk SP-36 dan Pupuk NPK Phonska.
b. Keterangan Saksi Amar Bin Dolla
 Bahwa kejadiannya yaitu pada Hari Selasa tangal 23
Februari 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun
Kanjitongan Desa Mattiro Tasi Kecamatan Maros Baru
Kabupaten Maros.
 Bahwa waktu itu Saksi melakukan pembelian 40 (empat
puluh) zak Pupuk NPK Phonska dengan ukuran 50 (lima
Puluh) kilogram per zak yang merupakan Pupuk Bersubsidi
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dari Terdakwa dengan harga sebesar Rp114.000,- (seratus
empat belas ribu rupiah) per zak.
 Bahwa awalnya sekitar Pukul 11.00 Wita Saksi
menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan
“ada Phonska bos?” yang djawab oleh terdakwa “adaji,
datang mki” sehingga Saksi menuju ke kios UD. Hamzah
yang terletak di Dusun Kanjitongan Desa Mattiro Tasi
Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros dengan
menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up merk Daihatsu
warna hitam dengan No Pol DD 8344 DA, setelah tiba di kios
UD. Hamzah Saksi dan Terdakwa kemudian menaikkan 40
(empat puluh) zak Pupuk NPK Phonska dengan ukuran 50
(lima puluh) kilogram per zak ke atas mobil pick up yang
dibawa Saksi dan Adapun 40 (empat puluh) zak pupuk NPK
Phonska tersebut hendak Saksi jual ke wilayah Kecamatan
Camba.
 Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi melakukan
pembelian 40 (empat puluh) zak Pupuk NPK Phonska
dengan ukuran 50 (lima puluh) kilogram per zak dari UD.
Hamzah pimpinan Terdakwa saat itu hanya semata-mata
hendak mencari keuntungan.
 Bahwa Saksi mengetahui jenis pupuk yang sebelumnya
Saksi beli dari kios UD. Hamzah pimpinan Terdakwa
tersebut adalah jenis Pupuk Bersubsidi dari Pemerintah, hal
tersebut Saksi ketahui dari logo/tulisan “Pupuk Bersubsidi
Pemerintah” yang tertera dibagian luar karung pupuk.
c. Keterangan Ahli Rusli SP
 Bahwa sebagai Saksi Ahli menerangkan bahwa pupuk
bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang
pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari
Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani
disektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk Sp-36, Pupuk
ZA, Pupuk NPK Phonska dan Pupuk Bersubsidi lainnya
yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan Pemerintahan dibidang Pertanian.
d. Keterangan Terdakwa
 Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Februari
2016 sekitar Pukul 15.00 Wita bertempat di Dusun
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Kanjitongan Desa Mattiro Tasi Kecamatan Maros Baru
Kabupaten Maros.
 Bahwa saat itu Terdakwa melakukan penjualan 40 (empat
puluh) zak Pupuk NPK Phonska dengan ukuran 50 (lima
puluh) kilogram per zak yang merupakan Pupuk
Bersubsidi kepada lk. Amar dengan harga sebesar
Rp114.000 (seratus empat belas ribu rupiah) per zak
 Bahwa sebelumnya pada Hari Selasa tersebut sekitar
Pukul 11.30 Wita, lk. Amar mendatangi kios UD. Hamzah
yang terletak di Dusun Kanjitongan Desa Mattiro Tasi
Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros dengan
mengendarai mobil pick up merk Daihatsu warna Hitam
dengan No Pol yang Terdakwa tidak ketahui lagi dan saat
itu lk. Amar berkata “ada Phonska ta? Mauka bawaki di
keluargaku di Camba” yang terdakwa jawab “iya ada”
sehingga Terdakwa dan lk. Amar bersama-sama mengisi
mobil yang kemudian lk. Amar dengan 40 (empat puluh)
zak Pupuk NPK Phonska dengan ukuran 50 (lima puluh)
kilogram per zak dengan kesepakatan harga sebesar Rp
114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) per zak akan
tetapi lk. Amar belum menyerahkan uang pembelian
pupuk dengan total sebesar Rp. 4.560.000,- (empat juta
lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehubungan lk. Amar
juga belum menerima pembayaran pupuk yang dipesan
tersebut.
 Bahwa adapun Pupuk Bersubsidi jenis NPK Phonska
yang ditampung oleh kios UD Hamzah diperuntukkan bagi
Petani dan/atau kelompok tani yang berada dalam wilayah
Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros khususnya
pada Desa Mattiro Tasi, Kelurahan Majannang, Desa
Borimasunggu dan Kelurahan Pallantikang.
Mengenai unsur yang terakhir yakni “diluar peruntukannya dan/
atau diluar wilayah tanggungjawabnya” dalam putusannya Majelis
Hakim yang diketuai oleh Hongkun Otoh beserta kedua hakim
anggotanya mempertimbangkan bahwa Terdakwa Hamzah telah
terbukti melakukan peredaran Pupuk Bersubsidi diluar batas wilayah
tanggungjawabnya. Berikut adalah kesesuaian berdasarkan fakta-fakta
yang terungkap dipersidangan:
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f. Keterangan Saksi Aenal Darwis Bin Muhammad Darwis
 Bahwa kewajiban Pengecer yang Saksi tahu adalah wajib
melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan
Prinsip 6 (enam) Tepat di lini IV kepada Petani dan/ atau
Kelompok Tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok Tani)
 Bahwa adapun Salah satu tugas dan tanggungjawab
Pengecer yaitu bertanggungjawab atas kelancaran
penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari
Distributor kepada kelompok Tani/ Petani dan juga
tanggungjawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai
dengan peruntukkannya
 Bahwa tidak dibenarkan apabila seseorang atau badan
usaha yang telah ditunjuk oleh Distributor sebagai
Pengecer resmi Pupuk Bersubsidi memperjual-belikan
Pupuk Bersubsidi diluar peruntukkannya atau diluar
wilayah tanggungjawabnya.
 Bahwa sesuai dengan lampiran yang terdapat pada Surat
Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi Nomor
1365.01/I/TU.04.06/GCS.09/2016 antara Saksi selaku
Distributor dengan UD Hamzah tentang wilayah
tanggungjawab Pengecer resmi tahun 2016 UD Hamzah
yaitu pada wilayah Kecamatan Maros Baru terkhusus
untuk 4 (empat) Desa yaitu Mattiro Tasi, Majannang,
Borimasunggu dan Palantikang.
g. Keterangan Saksi Amar
 Bahwa Saksi tidak mempunyai kontrak kerja sama dalam
hal penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan UD Hamzah
pimpinan Terdakwa
 Bahwa Saksi bukan merupakan distributor maupun
Pengecer Pupuk Bersubsidi yang telah ditunjuk.
h. Keterangan Ahli Rusli SP
 Bahwa tugas dan tanggungjawab Pengecer adalah :
- Bertanggungjawab atas kelancaran penyaluran Pupuk
Bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada
Kelompok Tani/Petani.
- Bertanggungjawab menyelurkan Pupuk Bersubsidi
sesuai dengan peruntukkannya.
- Bertanggungjawab dan menjamin persediaan atas
semua jenis Pupuk Bersubsidi diwilayah
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tanggungjawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor.
- Menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan
HET (Harga Eceran Tertinggi) yang berlaku dalam
kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg dengan penyerahan
barang di Lini IV/ kios Pengecer
- Wajib memasang daftar harga sesuai dengan HET
(Harga Eceran Tertinggi) yang berlaku
 Bahwa tidak dibenarkan sebagaimana dalam ketentuan
Pasal 30 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
menyatakan bahwa pihak lain selain produsen, distributor
dan Pengecer dilarang memperjual-belikan Pupuk
Bersubsidi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan
 Bahwa sesuai dengan lampiran 2 yang terdapat pada
perjanjian jual-beli Pupuk Bersubsidi antara distributor PT.
GCS (Gresik Cipta Sejahtera) dengan UD Hamzah
tentang wilayah tanggungjawab Pengecer resmi tahun
2016 UD Hamzah yaitu pada wilayah Kecamatan Maros
Baru terkhusus untuk Desa/Kelurahan Mattirotasi,
Majannang, Borimasunggu dan Pallantikang.
i. Keterangan Terdakwa
 Bahwa adapun Pupuk Bersubsidi jenis NPK Phonska
yang ditampung oleh kios UD Hamzah diperuntukkan bagi
Petani dan/atau kelompok tani yang berada dalam wilayah
Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros khususnya
pada Desa Mattiro Tasi, Kelurahan Majannang, Desa
Borimasunggu dan Kelurahan Pallantikang.
 Bahwa pupuk sisa/ Pupuk Bersubsidi yang tidak
tersalurkan kepada Petani/ Kelompok Tani yang berada
dalam wilayah Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros
khususnya pada Desa Mattiro Tasi, Kelurahan
Majannang, Desa Borimasunggu dan Kelurahan
Pallantikang tidak dapat disalurkan kembali kepada pihak
lain, Petani, Kelompok Tani maupun Pengecer Pupuk
Bersubsidi pada Daerah lain karena tidak dibenarkan atau
tidak sesuai dengan aturan.
Dalam Wawancara yang Penulis lakukan bersama salah satu
Hakim yang menangani perkara yaitu Ibu Rubianti mengatakan bahwa
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latar belakang Terdakwa melakukan jual-beli diluar wilayah
tanggungjawabnya adalah karena Terdakwa Hamzah mengalami
kerugian disebabkan bahwa terdapat Petani yang memesan kepada
Terdakwa namun pesanannnya dibatalkan oleh Petani tersebut
sehingga Terdakwa mengalami kerugian. Dan pada saat/sesuadah itu
lk. Amar menghubungi Terdakwa Hamzah untuk menanyakan apakah
Terdakwa Hamzah mempunyai Pupuk jenis NPK Phonska di kios milik
Terdakwa Hamzah.
Bahwa untuk mempertimbangakan hal-hal yang memberatkan bagi
Terdakwa, Penulis berpendapat untuk seharusnya Majelis Hakim
mempertimbangkan perbuatan Terdakwa memperjual belikan Pupuk
Bersubsidi tidak hanya sekali, hal ini sesuai dengan fakta dipersdangan
dengan mengambil dari keterangan Saksi Amar yang menerangkan
“Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah melakukan pembelian pupuk
bersubsidi pada kios UD. Hamzah pimpinan Terdakwa”.
Bahwa dari keterangan tersebut, sebenarnya sudah dapat diambil
kesimpulan bahwa Terdakwa bukan sekali melanggar atau melakukan
tindakan yang melanggar hukum dibidang ekonomi dengan
memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi diluar wilayah tanggungjawabnya.
Dan Majelis Hakim seharusnya perlu memepertimbangan hal-hal
tersebut sebelum menjatuhkan putusan agar asas keadilan dapat
terwujud.
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Selain itu Terdakwa juga telah mengetahui sebelumnya bahwa
perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Hamzah ini adalah
perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karenanya Hakim perlu
mempertimbangkan hal-hal seperti tersebut, karena menurut
wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan salah satu Hakim yang
memeriksa perkara ini yakni ibu Rubianti, beliau menuturkan bahwa
Terdakwa mengetahui apabila mengedarkan Pupuk Bersubsidi tidak
sesuai pertanggungjawaban wilayahnya adalah melanggar hukum.
Perlu diketahui pula bahwa adanya Undang-Undang terbaru yang
mengatakan bahwa keseluruhan aturan tentang undang-undang
darurat telah berganti menjadi undang-undang hal ini sesuai ketentuan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua
Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pengganti Undang-
Undang yang sudah ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi
Undang-Undang. Jadi sudah jelas bahwa semua undang-undang
darurat yang sudah ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 diubah
menjadi undang-undang termasuk pula Undang-Undang Darurat Nomor
7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak
Pidana Ekonomi. Jadi seharusnya Jaksa Penuntut Umum yang






a. Tindak Pidak Pidana Ekonomi adalah tindak pidana yang
disebutkan dalam Pasal 1e, 2e dan 3e Undang-Undang Darurat
Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Peradilan Ekonomi.
Salah satu yang disebutkan dalam tindak pidana ekonomi adalah
perdagangan barang-barang dalam pengawasan seperti Pupuk
Bersubsidi hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pupuk
Bersubsidi sebagai barang dalam Pengawasan.
b. Dalam analisa yuridis Majelis Hakim sudah sesuai dengan unsur-
unsur yang ada pada fakta-fakta di persidangan
2. Saran
a. Pengawasan Pupuk Bersubsidi oleh Peerintah seharusnya lebih
tingkatka kembali serta pembaharuan pada Undang-undang Tindak
Pidana Ekonomi sangat dibutuhkan mengingat ada beberapa
undang-undang yang masih bertentangan.
b. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara
seharusnya lebih aktif lagi menggali fakta-fakta dan
mempertimbangkan sebelum menjatuhkan putusan, karena dalam
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